
 

 

BAB I 

P E N D A H U L U A N 

 

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN 

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas Mahkamah Agung yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985  jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Sebagai bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Pagar Alam sebagai 

Peradilan Tingkat Pertama sesuai Tugas Pokok dan Fungsi setiap tahun 

menyampaikan hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan pelaksanaan tugas 

yang disusun dalam bentuk laporan dan diharapkan dapat memberikan gambaran 

tentang capaian kinerja. 

B.  VISI DAN MISI 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Pagar Alam sebagai 

Peradilan Tingkat Pertama dilandasi oleh visi ke depan, sebagaimana  visi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya  Badan 

Peradilan  Indonesia  Yang  Agung”.  

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Pagar Alam  

juga membawa misi, yaitu: 

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan. 

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan. 

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan. 

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan. 

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 

Rencana Strategis merupakan langkah awal mewujudkan manajemen peradilan 

berbasis kinerja. Secara umum perencanaan strategis dapat diartikan sebagai suatu 

proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dari sebuah keputusan yang 
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beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, 

melaksanakan dan mengukur hasilnya secara terorganisasi dan sistematis. 

Perencanaan  strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 

ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun dengan 

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin terjadi. 

Secara garis besar, Pengadilan Negeri Pagar Alam  telah menetapkan Rencana 

Strategis tahun 2015, yang antara lain isinya sebagai berikut: 

1. Peningkatan tertib administrasi perkara yang meliputi  kelengkapan berkas 

perkara, laporan perkara yang tepat waktu. 

2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam 

rangka mewujudkan  aparatur hukum yang profesional melalui kegiatan 

peyelenggaraan bimbingan teknis  administrasi perkara maupun administrasi 

umum. 
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BAB II 

STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI ) 

 

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

Struktur Organisasi Peradilan secara umum telah diatur dalam perundang-

undangan sebagai berikut : 

1. Pasal 11 ayat 1 dan ayat  2 Undang-Undang Nomor  8 tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum, sebagaimana juga telah diubah kedua kalinya oleh Undang-Undang 

Nomor 49 Tahun 2009, bahwa Pimpinan Pengadilan Negeri  terdiri dari 

seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 

2. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan 

atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, sebagaimana juga telah diubah 

kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dijelaskan bahwa 

pada setiap pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh 

seorang Panitera dan ayat (2) menyatakan bahwa dalam melaksanakan 

tugasnya Panitera Pengadilan Negeri  dibantu oleh seorang Wakil Panitera, 

beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti. 

3. Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, sebagaimana juga telah diubah kedua 

kalinya oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 menyatakan bahwa pada 

setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang 

Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris. 

4. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas 

undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, sebagaimana juga telah diubah kedua 

kalinya oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dijelaskan bahwa 

Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan. 

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pagar Alam  sampai dengan 30 desember 

2015 terdiri dari : 
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1. Ketua. 

2. Wakil Ketua. 

3. Hakim. 

4. Panitera/Sekretaris. 

5. Wakil Panitera. 

6. Wakil Sekretaris. 

7. Panitera Muda. 

- Panitera Muda Perdata 

- Panitera Muda Pidana. 

- Panitera Muda Hukum. 

8. Kepala Urusan. 

- Kepala Urusan Kepegawaian. 

- Kepala Urusan Keuangan. 

- Kepala Urusan Umum. 

9. Panitera Pengganti. 

10. Staf. 

Berdasarkan struktur organisasi di atas, pada desember tahun 2015 terdapat 

1 posisi yang kosong, yaitu Wakil Sekretaris. Akan tetapi setelah adanya Surat 

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung mengenai pemisahan jabatan struktural 

Panitera dan Sekretaris maka struktur organisasi pada Seluruh Pengadilan di 

Indonesia berubah sebagaimana berikut ini : 

1. Ketua. 

2. Wakil Ketua. 

3. Hakim. 

4. Panitera 

5. Sekretaris. 

6. Panitera Muda. 

- Panitera Muda Perdata 

- Panitera Muda Pidana. 
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- Panitera Muda Hukum. 

7. Kepala Subagian. 

- Kepala Subagian Kepegawaian. 

- Kepala Subagian Umum dan Keuangan. 

- Kepala Subagian Perencanaan, TI dan Pelaporan. 

8. Panitera Pengganti. 

9. Staf. 

 

Bagan Organisasi Pengadilan Negeri Pagar Alam  dapat dilihat sebagai 

berikut : 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk 

melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi 

pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural 

sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang 

bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang 

dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good 

governance. 

Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, 

karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang 

berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja 

organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas, dan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Oleh karena itu, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi 

Palembang tertanggal 18 Maret 2011, Nomor : W6-U/0775/HM.02/III/2011 tentang 

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Palembang dan 

Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan, maka Pengadilan Negeri Pagar Alam pada 

tahun 2015 melaksanakan SOP sebagaimana berikut : 

 

1.  KEPANITERAAN PIDANA 

No Uraian Kegiatan 
Maksimal Waktu 

Penyelesaian  
Ket. 

1 2 3 4 

 
A. 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 

5. 

 
PENYELESAIAN PERKARA 
 
Pengadilan negeri menerima pelimpahan berkas perkara dan 
barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas 
Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi 
untuk itu. Kemudian berkas diteliti oleh Panitera Muda 
Pidana. 
Apabila ada ketidaklengkapan dikembalikan kepada Petugas 
dari Kejaksaan tersebut. 
 
Penerimaan Pelimpahan berkas Perkara dan Barang Bukti 
serta pemeriksaan kelengkapan Berkas dan Registrasi. 
 
Penunjukkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri 
dan Penunjukkan Panitera Pengganti oleh panitera, 
Penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim. 
 
Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (jika 
terdakwa  ditahan). 
 
Penyerahan Penetapan Hari Sidang dan Penetapan 

 
 
 

Saat itu juga 
 
 
 
 

Hari itu juga 
 
 

2 hari kerja 
 
 

1 hari kerja 
 
 
 

1 hari kerja 
 
 

1 hari kerja 
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6. 
 
 

7. 
 
 

8. 
 
 
 
 
 
 
 

9. 
 
 
 

10. 
 
 
 
 
 

11. 
 
 
 
 

12. 
 
 
 
 

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. 
 
 
 

15. 
 
 
 

B. 
 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 

6. 
 
 
 

7. 
 
 
 

Penahanan kepada Penuntut Umum. 
 
Persidangan pertama ditetapkan setelah berkas perkara 
diterima oleh Majelis Hakim. 
 
Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada hari 
sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir. 
 
Pemeriksaaan persidangan yang menyangkut Eksepsi, 
Pemeriksaan saksi dan barang bukti, Terdakwa, Tuntutan, 
pembelaan, dan putusan harus selesai, kecuali dalam 
perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang. 
Kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan 
sebagaimana diatur dalam undang-undang yang 
bersangkutan, termasuk praperadilan. 
 
Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal 
penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan 
ditunda. 
 
Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan 
dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal 
dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim 
kepada Kepaniteraan pidana. 
 
 
Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan 
perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register 
yang diperuntukkan untuk itu, juga setelah menerima 
laporan dari Panitera Pengganti.  
 
Panitera pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan 
petikan putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda 
Pidana pada hari itu juga atau paling lama hari kerja 
berikutnya. 

 
Panitera Pengganti harus menyampaikan petikan putusan 
kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta terdakwa 
atau Penasehat Hukumnya setelah Petikan Putusan tersebut 
diterima dari Panitera Pengganti 
(Dengan surat penggantar darn tanda terima) 
Kecuali untuk persidangan yang dilangsungkan di Zitting 
Plate, penyampaian petikan putusan dilakukan 2 hari 
kerja. 
 
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan 
Minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali 
putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan. 
 
Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada 
Kejaksaan beserta barang buktinya. 
 
 
PROSES BANDING 
 
Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan 
diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada 
terdakwa yang tidak hadir. 
 
Laporan Banding disampaikan kepada Pengadilan Tinggi. 
 
 
 
Setelah pernyataan banding diterima, dilakukan 
pemberitahuan pernyataan Banding kepada terbanding. 
 
Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada 
Panitera Muda Pidana (Setelah permohonan banding 
diajukan). 
 
Tenggang waktu Inzage. 
 
Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak 
Pernyataan Banding diterima (tanpa harus menunggu 
Memori Banding). 
 
Jika permohona banding tersebut dicabut oleh pemohon 
sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus 
diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding. 
Catatan : Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft 

 
 

7 hari kerja 
 
 

7 hari kerja 
 
 

90 hari kerja 
 
 
 
 
 
 
 

Hari itu juga 
 
 
 

Hari itu juga 
 
 
 
 
 

Hari itu juga 
 
 
 
 

Hari itu juga atau 
max. 1 hari kerja 

berikutnya 
 
 

1 hari kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 hari kerja 
 
 
 

Hari itu juga atau 
max. 1 hari kerja 

berikutnya 
 
 
 

7 hari kerja 
 
 
 

Hari itu juga atau 
max. 1 hari kerja 

berikutnya 
 

2 hari kerja 
 
 

7 hari kerja 
 
 
 

7 hari kerja 
 

14 hari kerja 
 
 
 

Hari itu juga atau 
max. 1 hari kerja 

berikutnya 
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C. 
 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

8. 
 
 
 
 

9. 
 
 
 
 
 
 

D. 
 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 
 

E. 
 

1. 
 
 

2. 
 

3. 
 

F. 
 

1. 
 
 

copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka 
berkas dinyatakan tidak lengkap. 
 
PROSES KASASI 
 
Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu. 
(setelah putusan banding diberitahukan kepada Penuntut 
Umum dan Terdakwa atau setelah putusan diucapkan jika 
terdakwa diputus bebas). 
 
Saat permintaan kasasi diajukan laporan Kasasi kepada 
Mahkamah Agung RI harus disampaikan. 
 
 
Pemberitahuan pernyataan Kasasi kepada termohon Kasasi 
setelah pernyataan Kasasi diterima. 
 
Minutasi perkara Kasasi yang diputus bebas dan penyerahan 
salinan putusannya setelah permohonan kasasi diterima. 
 
Permohonan Kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya 
setelah permohonan kasasi diajukan. 
 
Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon 
Kasasi setelah memori diterima. 
 
Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon 
Kasasi Setelah Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi. 
 
Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, sejak 
pernyataan kasasi diterima. 
(Baik yang putusan vrijspraak/ontslag maupun yang 
banding terlebih dahulu) 
 
Tenggang waktu Inzage, bila kasasi terhadap putusan 
vrijspraak atau ontslag. 
 
Catatan : Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft 
copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak 
lengkap. 
 
PROSES PENINJAUNA KEMBALI 
 
Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan 
kembali. Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan 
peninjauan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri. 
 
Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera 
Pengganti 
 
 
Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan peninjauan 
kembali Kepada Majelis Hakim yang ditunjuk. 
 
 
Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan peninjauan 
kembali memenuhi persyaratan. 
 
Panitera Pengganti menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan 
dan Berita Acara Pendapat kepada Kepaniteraan Pidana. 
(Dilakukan setelah persidangan akhir). 
 
Setelah berkas diserahkan oleh panitera Pengganti, 
Kepaniteraan Pidana harus sudah mengirimkan berkas 
tersebut ke Mahkamah Agung. 
 
PROSES GRASI 
 
Permohonan Grasi diajukan oleh terdakwa atau keluarga 
terdakwa, dicatat dalam register. 
 
Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli. 
 
Mengirimkan berkas Grasi ke Mahkamah Agung. 
 
DELEGASI 
 
Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri 
Lain/Delegasi. 
 

 
 
 
 
 

14 hari kerja 
 
 
 
 

Saat itu juga atau 
max. 1 hari kerja 

berikutnya 
 

2 hari kerja 
 
 

7 hari kerja 
 
 

14 hari kerja 
 
 

2 hari kerja 
 
 

14hari kerja 
 
 

53 hari kerja 
 
 
 
 

7 hari kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hari itu juga atau 
max. 1 hari kerja 

berikutnya 
 

Hari itu juga atau 
max. 1 hari kerja 

berikutnya 
 

Hari itu juga atau 
max. 1 hari kerja 

berikutnya 
 

14 hari kerja 
 
 

2 hari kerja 
 
 
 

7 hari kerja 
 
 
 
 
 

1 hari kerja 
 
 

2 hari kerja 
 

1 hari kerja 
 
 
 

1 hari kerja 
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2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 

G. 
 
 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

Penyelesaian Permintaan bantuan tersebut harus sudah 
dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima. 
 
Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri 
Permohon Bantuan. 
 
Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja 
Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya 
tepat waktu dan diharuskan kepada juru sita apabila telah 
melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan 
memperlihatkan relaas-relaas/hasil pekerjaannya. 
 
Setiap Pengadilan Negeri menunjuk petugas untuk 
melaksanakan  delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon. 
 
 
LAPORAN PERKARA PIDANA (UNTUK 
DISERAHKAN KEPANITERAAN HUKUM) 
 
Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan 
kepada Panitera Muda Hukum. 
 
Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan 
kepada Panitera Muda Hukum. 
 
Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan 
kepada Panitera Muda Hukum. 
  
Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan kepada 
Panitera Muda Hukum. 
  
Laporan Pelaksanaan Tugas  hakim pengawas dan Pengamat 
(KIMWASMAT). 
 
 

3 hari kerja 
 
 

2 hari kerja 
 
 

Setiap Saat 
 
 
 
 
 

1 hari kerja 
 
 
 
 
 
 

Tanggal 3 tiap 
bulannya 

 
Tanggal 3 tiap 4 

bulannya 
 

Tanggal 3 tiap 6 
bulannya 

 
Tanggal 3 Januari 

 
 

Tanggal 3 tiap 
bulannya 

 
 

 

 

2. KEPANITERAAN PERDATA 

No Uraian Kegiatan 
Maksimal Waktu 

Penyelesaian  
Ket. 

1 2 3 4 

 
A. 

 
1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PENYELESAIAN PERKARA 
 
Pendaftaran gugatan dan permohonan, setelah biaya perkara 
ditaksir oleh meja pertama berdasarkan surat keputusan 
Ketua Pengadilan  Negeri yang dibayar langsung  kepada 
bank yang ditunjuk setelah meja pertama memberi nomor 
rekening pengadilan negeri tersebut. 
 
Registrasi perkara perdata gugatan/permohonan, 
diselesaikan. 
 
 
Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri 
melalui panitera untuk ditetapkan majelis hakimnya/hakim. 
 
 
Ketua Pengadilan Negeri  menetapkan majelis hakim/hakim 
dan panitera menunjuk panitera pengganti. 
 
Setelah berkas diterima, penetapan hari disang oleh majelis 
hakim/hakim 
 
 
Tenggang waktu pemanggilan sidang : 
- Panggilan biasa 
- Panggilan delegasi untuk wilayah hukum Pengadilan 

Negeri yang akan dimintakan bantuan delegasi 
 
- Panggilan ke luar negeri. 
 
 
 
 

 
 
 

1 hari kerja 
 
 
 
 
 

Hari itu juga atau 1 
hari kerja 

berikutnya. 
 

Hari itu juga atau 1 
hari kerja 

berikutnya 
 

2 hari kerja 
 
 

Hari itu juga atau 1 
hari kerja 

berikutnya 
 
 

7 hari kerja 
Disesuaikan dengan 
wilayah hukumnya 

 
3 bulan atau 

disesuaikan dg 
ketentuan 

Kementerian Luar 
Negeri 
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7. 
 
 
 

8. 
 
 
 

9. 
 
 
 

10. 
 
 
 

11. 
 
 

12. 
 
 
 
 

13. 
 

 
 

14. 
 

 
 
 

B. 
 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 

 
5. 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. 
 

1. 

 
Setelah para pihak  hadir dalam sidang pertama majelis 
hakim menunjuk mediator dan memberikan tenggang waktu 
mediasi, kecuali terhadap perkara-perkara perdata khusus; 
 
Paniter Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal 
penundaan sidang beserta alasannya kepada kepaniteraan 
perdata. 
 
Pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, 
duplik,pembuktian, kesimpulan,putusan ). Kecuali terhadap  
perkara perdata khusus. 
 
Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara 
kepada kasir  sebelum putusan diucapkan dan setelah 
putusan diucapkan wajib melaporkan kepada kasir perdata. 
 
Pada saat putusan diucapkan majelis hakim membacakan 
putusan yang telah siap dibacakan dan ditandatangani. 
 
Panitera pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar 
putusan kepada Kepaniteraan Perdata setelah putusan 
diucapkan dan disertai perintah untuk memberitahukan 
putusan kepada para pihak yang tidak hadir  

 
Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan persidangan 
tersebut ke dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk 
itu, setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti  
 
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan 
Minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali 
putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan. 
 
 
PROSES BANDING 
 
Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan 
diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada 
terdakwa yang tidak hadir. 
 
Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding , 
setelah pernyataan banding diterima tanpa menunggu 
Memori Banding  
 
Minutasi Perkara Banding harus sudah diserahkan oleh  
Panitera Pengganti  kepada Kepaniteraan Perdata, setelah 
permohonan banding diajukan  
 
Para Pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas 
(inzage)  
 
Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak 
Pernyataan Banding diterima (tanpa harus menunggu 
Memori Banding/terkecuali ada pemberi-tahuan delegasi 
yang belum kembali);. 
 
Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh pemohon  
dan berkas tersebut telah dikirim dan belum putus  oleh  
Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan 
Tinggi dan Terbanding. 
 
Apabila ada memori banding yang diterima oleh Pengadilan 
Negeri setelah berkas dikirim , maka Pengadilan Negeri 
mengirimkan memori banding dan atau kontra memori 
banding tersebut dengan disertai relaas pemberitahuannya  
 
Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi diberitahukan 
kepada para pihak setelah putusan diterima  
 
Catatan :  
- Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy 
masing-  
  masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas       
  dinyatakan tidak lengkap. 
- Dalam setiap Putusan Banding yang diterima dari   
   Pengadilan Tinggi harus disertai soft copy  

 
PROSES KASASI 
 
Pernyataan Kasasi dapat diajukan setelah putusan banding 

 
Sesuai dg PERMA 

No )! Th 2008 
 
 

Hari itu juga atau 1 
hari   kerja 
berikutnya 

 
5 bulan 

 
 
 

Hari itu juga 
 
 
 

Hari itu juga 
 

 
Hari itu juga 

 
 
 
 

Hari itu juga 
 

 
 

14 hari kerja  
 
 
 
 
 
 

14 hari  
 
 
 

2 hari kerja  
 
 
 

14 hari  
 
 
 

14 hari kerja  
 
 

30 hari  
 
 
 
 

Hari itu juga  
 
 
 
 

Sesegera mungkin 
 
 
 

2 hari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 hari  
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2. 
 

 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

D. 
 

1. 
 

 
2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. 
 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

 
4. 
 
 
 
 
 

5. 
 
 

diberitahukan kepada para pihak  
 
Pemberitahuan pernyataan Kasasi kepada termohon Kasasi 
setelah pernyataan Kasasi diterima. 
 
 
Permohonan Kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya 
setelah permohonan kasasi diajukan. 
 
Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon 
Kasasi setelah memori diterima. 
 
Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon 
Kasasi Setelah Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi. 
 
Pengiriman Berkas Perkara Kasasi  ke Mahkamah Agung, 
sejak pernyataan kasasi diterima. 
 
Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak , setelah 
putusan diterima . 
 
Catatan :  
- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabila     
  tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. 
- Dalam setiap putusan kasasi  yang diterima  dari 
Mahkamah   
   Agung dimohon disertai soft copy  
 
PROSES PENINJAUAN  KEMBALI 
 
Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam Register 
Peninjauan Kembali  
 
Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan , Setelah 
Putusan Kasai diberitahukan kepada para pihak atau sejak 
ditemukan bukti baru (novum), disertai dengan alasan 
Peninjauan Kembali . 
 
Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali kepada 
termohon Peninjauan , setelah Permohonan Peninjauan 
Kembali diterima  
 
Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dapat diserahkan 
oleh Termohon Peninjauan Kembali , setelah Termohon 
Peninjauan Kembali menerima alasan Peninjauan Kembali . 
 
Setelah jawaban diterima dari Termohon Peninjauan 
Kembali , berkas Peninjauan Kembali harus dikirim ke 
Mahkamah Agung  
 
Putusan  Peninjauan Kembali diberitahukan kepada para 
pihak , setelah putusan diterima  
 
Catatan :  

- -Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy 
masing –  masing putusan , apabila tidak disertai maka 
berkas dinyatakan tidak lengkap  

- -Dalam setiap putusan Peninjauan Kembali yang diterima 
dari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy.  

 
DELEGASI 
 
Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri 
Lain/Delegasi. 
 
Penyelesaian Permintaan bantuan tersebut harus sudah 
dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima. 
 
Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri 
Permohon Bantuan. 
 
Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja 
Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya 
tepat waktu dan diharuskan kepada juru sita apabila telah 
melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan 
memperlihatkan relaas-relaas/hasil pekerjaannya. 
 
Setiap Pengadilan Negeri menunjuk petugas untuk 
melaksanakan  delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon. 
 

 
 

2 hari kerja  
 

 
 

14 hari kerja 
 
 

     2 hari kerja 
 
 

14 hari  
 

 
53 hari kerja 

 
 

2 hari  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

1 hari kerja  
 
 

180 hari kerja 
 
 

 
 

2 hari kerja 
 
 
 

30 hari  
 
 
 

30 hari 
 
 
 

2 hari kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 hari kerja 
 
 

3 hari kerja 
 

 
2 hari kerja 

 
 

Setiap saat  
 
 
 
 
 

1 hari kerja  
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F. 

 
(1) 

 
1.  
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

(2) 
 

1. 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 

6. 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 

8. 
 
 

(3) 
 

1. 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

(4) 
 

1. 

 
SITA DAN EKSEKUSI  
 
Sita Jaminan  
 
Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan 
menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima salinan 
Penetapan Sita Jaminan dari Majelis Hakim  
 
Setelah pemohon membayar SKUM dan mencatatnya ke 
dalam Buku Register Penyitaan , Kepaniteraan Perdata 
mempersiapkan penunjukan Jurusita . 
 
Setelah menerima berkas sita  jaminan dari Kepaniteraan 
Perdata, Jurusita melaksanakan sita jaminan  
 
Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada 
kepaniteraan perdata ( setelah pelaksanaan sita jaminan ). 
 
Aanmaning 
 
Surat masuk permohonan aanmaning, disposisi KPN dan 
Pansek. 
 
Panitera Perdata meneliti kelengkapan berkas dan 
menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima 
disposisi dari KPN/Pansek dan mencatanya kedalam register 
eksekusi. 
 
Setelah pemohon membayar SKUM, kepaniteraan perdata 
mempersiapkan p[enetapan KPN. 
 
Penyerahan berkas aanmaning/peneguran oleh kepaniteraan 
perdata kepada KPN untuk ditetapkan hari dan tanggal 
peneguran. 
 
Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan pemanggilan. 
 
Hari dan tanggal pelaksanaan aanmanibg diperhitungkan : 
- untuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri 
- Apabilan tempat tinggal pemohon berada diluar wilayah 

hukum Pengadilan Negeri. 
 

Jurusita melakukan pemangggilan kepada termohon. 
 
 
 
 
Setelah dilakukan peneguran, jurusiota membuata berita 
acara peneguran 
 
Sita Eksekusi 
 
Surat masuk permohonan sita eksekusi, disposisi 
KPN/Pansek. 
 
Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan 
menghitung panjar biaya ( SKUM) setelah menerima 
disposisi dari KPN/Pansek, dan mencatatnya kedalam buku 
register eksekusi. 
 
Setelah pemohon membayar SKUM, kepaniteraan perdata 
mempersiapkan penbetapan KPN, untuk selanjutnya 
dibuatkan penetapan sita eksekusi. 
 
KPN/Pansek meneliti Penetapan sita eksekusi untuk 
ditandatangani oleh KPN. 
 
Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan 
pemberitahuaan eksekusi. 
 
Setelah menerima berkas sita eksekusi dari kepaniteraan 
perdata, jurusita melaksanakan sita eksekusi 
 
Setelah pelaksanaan sita eksekusi, jurusita menyerahkan 
berkas sita eksekusi kepada kepaniteraan perdata. 
 
Eksekusi Riil/Pengosongan 
 
Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi KPN/Pansek. 

 
 
 
 
 

Hari itu juga  
 
 
 

Hari itu juga  
 

 
 

3 hari  
 
 

1 hari kerja 
 
 
 
 

Hari itu juga 
 
 

1 hari 
 
 
 
 

2 hari 
 
 

Hari itu juga 
 
 
 

Hari itu juga 
 
 

7 hari kerja 
14 hari kerja 

 
 

Hari itu juga atau 
max 3 hari/tgl 

peneguran yang 
telah ditetapkan 

 
Hari itu juga 

 
 
 
 

Hari itu juga/1 hari 
kerja berikutnya 

 
1 hari 

 
 
 
 

2 hari  
 
 
 

Hari itu juga 
 
 

Hari itu juga 
 
 

3 hari  
 
 

1 hari  
 
 
 
 

Hari itu juga 
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2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
 

6. 
 
 

7. 
 
 
 
 

8. 
 
 

(5) 
 

1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 

G. 
 
 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

 
Paniter Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dang 
menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima 
disposisi dari KPN/Pansek. 
 
Setelah pemohon membayar SKUM,kepaniteraan perdata 
mempersiapkan penetapan KPN, untuk selanjutnya 
dibuatkan penetapan eksekusi. 
 
KPN/Pansek meneliti penetapan eksekusi untuk 
ditandatangani KPN. 
 
Panitera menunjuk jurusita. 
 
Setelah menerima berkas eksekusi dari kepaniteraan 
perdata, jurusita melaksanakan rapat koordinasi. 
 
Jurusita melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan 
eksekusi kepada para pihak. 
 
 
 
Setelah pelaksanaan eksekusi, jurusita menyerahkan berkas 
eksekusi kepada kepaniteraan perdata. 
 
Eksekusi Lelang 
 
Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi KPN dan 
Pansek. 
 
Panitera Perdata  meneliti kelengkapan berkas dan 
menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposi 
dari KPN/Pansek  
 
Setelah Pemohon membayar SKUM, Kepaniteraan Perdata 
mempersiapkan penetapan, untuk selanjutnya dibuatkan 
penetapan eksekusi lelang . 
 
KPN/Pansek meneliti Penetapan Eksekusi Lelang untuk 
ditanda tangani oleh KPN  
 
Setelah penetapan ditandatangani , Kepaniteraan Perdata 
mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang 
kepada Kantor Lelang . 
 
Catatan : 
Jangka waktu dapat menyesuaikan dengan faktor kesulitan 
masing-masing perkara. 
 
LAPORAN PERKARA PERDATA(UNTUK 
DISERAHKAN KEPADA KEPANITERAAN HUKUM) 
 
Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan bulanan 
kepada Panitera Muda Hukum  
 
Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 4 bulanan 
kepada Panitera Muda Hukum  
 
Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 6 bulanan 
kepada Panitera Muda Hukum 
 
Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan tahunan 
kepada Panitera Muda Hukum 
 

 
Hari itu juga 

 
 
 

Hari itu juga 
 
 
 

Hari itu juga 
 
 

Hari itu juga 
 

3 hari 
 
 

3 hari sebelum 
hari/tanggal 

peneguran yang 
ditetapkan  

 
1 hari 

 
 
 
 
 

Hari itu juga 
 
 

Hari itu juga 
 
 

2 hari 
 
 
 

Hari itu juga 
 
 

2 hari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanggal 3 tiap 
bulannya  

 
Tanggal 3 tiap  4 

bulannya 
 

Tanggal 3 tiap 6 
bulannya 

 
Tanggal 3  Januari  

 

 

3. KEPANITERAAN HUKUM  

No Uraian Kegiatan 
Maksimal Waktu 

Penyelesaian  
Ket. 

1 2 3 4 

 
A 

 
1. 

 
LAPORAN BULANAN  
 
Membuat Laporan Keadaan Perkara Pidana/Perdata  

 
 
 

Tanggal 4 tiap 
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2. 
 
 

3. 
 
 

B 
 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

C. 
 

1. 
 

2. 
 
 

D. 
 

1. 
 
 

2. 
 
 

E. 
 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 

F. 
 

1. 
 
 

2. 
 
 

 
 
Membuat Laporan Keuangan  Perkara Pidana/Perdata  
 
 
Membuat Laporan Jenis  Perkara Pidana/Perdata  
 
 
LAPORAN 4 BULANAN  
 
Membuat Laporan Perkara Pidana/Perdata  yang 
dimohonkan Banding  
 
Membuat Laporan Perkara Pidana/Perdata  yang 
dimohonkan Kasasi  
 
Membuat Laporan Perkara Pidana/Perdata  yang 
dimohonkan Peninjauan Kembali  
 
Membuat Laporan Perkara Pidana yang dimohonkan Grasi 
/Remisi 
 
LAPORAN 6 BULANAN  
 
Membuat Laporan tentang Kegiatan Hakim Perkara Pidana  
 
Membuat Laporan tentang Kegiatan Hakim Perkara Perdata  
 
 
LAPORAN LAIN  
 
Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan 
Pengamat (KIMWASMAT) 
 
Membuat Statistik perkara perdata dan perkara pidana 
setiap awal tahun 
 
PENGADUAN  
 
Menerima surat-surat pengaduan dan mengagenda . 
 
Membuat formulir pengaduan untuk diserahkan kepada 
Ketua Pengadilan Negeri . 
 
Membuat pengantar hasil telaah pengaduan  
 
TUGAS LAIN  
  
Menyusun dan menata arsip perkara  yang diterima dari 
Kepaniteraan Perdata dan Pidana . 
 
Mencatat dan mendaftar surat-surat masuk dari Notaris dan 
lain-lain 

bulannya  
 

Tanggal 4 tiap 
bulannya  

 
Tanggal 4 tiap 

bulannya  
 

 
 

Tanggal 4 tiap 4 
bulannya  

 
Tanggal 4 tiap 4 

bulannya 
 

Tanggal 4 tiap 4 
bulannya 

 
Tanggal 4 tiap 4 

bulannya 
 
 
 

Tanggal 4 tiap 6 
bulannya 

Tanggal 4 tiap 6 
bulannya 

 
 
 

Tanggal 4 tiap  
bulannya 

 
7 hari kerja  

 
 
 
 

1 hari kerja 
 

1 hari kerja 
 
 

1 hari kerja 
 
 
 

Berdasarkan 
kebutuhan  

 
1 hari kerja  

 

 

4. WAKIL SEKRETARIS  

No Uraian Kegiatan 
Maksimal Waktu 

Penyelesaian  
Ket. 

1 2 3 4 

 
1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

 
Membuat Program Kerja Pelaksanaan Anggaran selaku 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilaksanakansetelah 
turun DIPA  
 
Menyusun Rencana Kegiatan Kesekretariatan Tahunan dan 
Rencana Anggaran Tahun Berjalan  
 
Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Sub Bagian 
Umum, Keuangan dan Kepegawaian  
 
Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang 
dibuat oleh Sub Bagian Umum, Keuangan ,Kepegawaian  
 

 
10 hari kerja  

 
 
 

10 hari kerja 
 
 

Setiap hari  
 
 

1 hari  
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5. 
 

6. 
 
 

 

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait  
 
Menyusun data untuk keperluan evaluasi  dan pelaporan 
seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan 
melalui Panitera/ Sekretaris  
 

Sesuai kebutuhan  
 

3 hari kerja  

 

Ket : Dikarenakan Wakil Sekretaris tidak ada, maka tugas-tugasnya langsung dirangkap oleh 
Panitera/Sekretaris 
 
 

5. URUSAN UMUM  

No Uraian Kegiatan 
Maksimal Waktu 

Penyelesaian  
Ket. 

1 2 3 4 

 
A 
 
 
 
 
 
 
 

(1. ) 
 

1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

(2)  
 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

B. 
 

1. 
 
 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

8. 
 

9. 

 
ADMINISTRASI TATA PERSURATAN  
 
Surat  masuk adalah semua surat –surat dinas (termasuk 
surat permohonan perpanjangan penahanan, ijin 
penggeledahan , dan ijin penyitaan ) yang ditujukan ke 
Pengadilan Negeri dan diterima pada Urusan Umum atas 
delegasi Panitera/Sekretaris  
 
Pengelolaan Surat Masuk  
 
Surat yang diterima diberikan tanda terima dan diagendakan 
pada buku agenda surat masuk , diberikan nomor dan 
lembar disposisi untuk diterus ke KPN atau WKPN. 
 
Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri mendisposisi surat 
(kecuali Ketua Dinas Luar)  
 
Surat kembali ke Panitera/Sekretaris untuk didisposisi  
 
Surat didistribusikan sesuai  disposisi oleh staf Panitera 
/Sekretaris kepada Wasek atau Wapan  
 
Surat yang memerlukan jawaban/tanggapan, masing-masing 
harus sudah dijawab/ditanggapi  
 
Pengelolaan Surat Keluar  
 
Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar , diberi 
nomor dan tanggal pada hari dan tanggal tersebut. 1 (satu) 
lembar surat ditinggal pada Urusan Umum sebagai arsip  
 
Pengiriman surat dilakukan melalui pos dan dilaksanakan 
setiap hari , sedangkan surat-surat yang sangat penting 
dikirim melalui kurir. 
 
 
ADMINISTRASI PERLENGKAPAN  
 
Pencatatan aset/barang milik negara setiap ada kegiatan 
pengadaan barang/jasa setelah adanya penyerahan/laporan 
dari KPA dan telah adanya SP2D dan SPM dilakukan 
pencatatan/penginputan kedalam aplikasi SIMAK-BMN  
 
Pencatatan barang-barang persediaan (ATK)  
 
Pemberian Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN  
 
Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR), yang berlaku 
selama satu tahun. 
 
Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB) 
 
Pembuatan Laporan Neraca SIMAK BMN ke urusan 
keuangan ( dan dilaporkan setiap akhir bulan). 
 
Membuat laporan barang milik negara setiap semester ke 
instansi terkait. 
 
Melakukan opname barang setiap bulan 
 
Pendataan barang inventaris yang telah rusak  dan sudah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 hari kerja  
 
 
 

1 hari kerja 
 
 

1 hari kerja 
 

1 hari kerja 
 
 

1 hari kerja 
 
 
 
 

1 hari kerja 
 
 
 

1 hari kerja 
 
 
 
 
 
 

2 hari kerja 
 
 
 
 

2 hari kerja 
 

3 hari kerja 
 

3 hari kerja 
 
 

1 hari kerja 
 

3 hari 
 
 

7 hari kerja 
 
 

3 hari kerja 
 

14 hari kerja 
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10. 
 
 

11. 
 
 

12. 
 

13. 
 

14. 
 
 

C. 
 

1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

D. 
 

(1) 
 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

(2) 
 

 
1. 
 

2. 
 

 (3) 
 

1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 
 
 

7. 
 
 

8. 
 
 

tidak bisa dipakai untuk diusulkan penghapusan. 
 
Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2 (dua) dan 
roda 4 (empat). 
 
Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional roda 2 
(dua) dan roda 4 (empat) yang masih bisa diperbaiki. 
 
Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor secara periodik 
 
Perawatan komputer dan printer. 
 
Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa 
diperbaiki. 
 
ADMINSTRASI PERENCANAAN 
 
Menghimpun data dan sarana penunjang kerja dari Ketua, 
Wakil Ketua, Pansek, PP, Kepaniteraan dan kesekretariatan  
tahun yang akan datang. 
 
Menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan 
sarana  dan prasarana. 
 
Menyusun rencana kerja dan program kerja sub bagian 
umum setiap awal tahun. 
 
KERUMAHTANGGAAN 
 
Pengelolaan Perpustakaan 
 
Mencatat buku baru y ang diterima kedalam buku agenda, 
buku induk dan penomoran menurut klasifikasi oleh petugas 
perpustakaan. 
 
Membuat perencanaan dan mengusulkan pengadaan buku-
buku, UU, Peraturan Pemerintah,  Peraturan Daerah dan 
buku-buku tentang hukum serta buku-buku yang ada 
relevansinya dengan kedinasan. 
( Setiap akhir tahun oleh kasubag/urusan umum) 
 
Membuat catatan peminjaman buku dan pengembalian buku 
dan buku pinjaman. 
 
Melakukan pemeliharaan dan perawatan koleksi buku-buku 
dua minggu sekali. 
 
Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 
Gedung  
 
Perawatan dan Pemeliharaan gedung  
 
Perawatan dan pemeliharaan barang investaris kantor  
 
Keamanan  
 
Menyusun uraian Tugas (job description) Satuan 
Pengamanan setiap 6 bulan  
 
Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan 
tugas dengan staf  Urusan Umum dan Satuan Pengamanan 
setiap akhir bulan  
 
Melakukan pengontrolan Lingkungan Kantor dilaksanakan 
oleh Petugas Pengamanan dan Staf  Urusan Umum  
 
Melakukan Koordinasi dengan aparatur keamanan terkait  
 
Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket  
 
Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja setelah jam 
kerja dan mengunci pintu yang belum terkunci oleh Satuan 
Pengamanan  
 
Menyalakan lampu dimalam hari di luar ruangan seperlunya 
dilaksanakan oleh Petugas Pengamanan  
 
Mencatat dalam buku bagi pegawai atau pihak luar yang 
melaksanakan kegiatan di lingkungan kantor di luar jam 
kerja  

 
 

2 hari kerja 
 
 

Sesuai kebutuhan 
 
 

Sesuai Kebutuhan 
 

Sesuai Kebutuhan 
 

Sesuai Kebutuhan 
 
 
 
 

7 hari 
 
 
 

10 hari 
 
 

7 hari 
 
 
 
 
 
 

1 hari 
 
 
 

3 hari  
 

 
 
 
 

Hari itu juga 
 
 

Sesuai kebutuhan  
 
 
 
 
 

Sesuai kebutuhan  
 

Sesuai kebutuhan 
 
 
 

1 hari kerja  
 
 

1 hari kerja 
 
 
 

Setiap hari  
 

 
Sesuai kebutuhan 

 
Setiap hari  

 
Setiap hari  

 
 

 
Setiap hari  

 
 

Sesuai kebutuhan 
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(4) 
 
1. 
 
 
2. 
 

 
Kebersihan  
 
Menyusun Uraian Tugas (job Description) Petugas 
Kebersihan dan Penanggung Jawab Petugas Kebersihan  
 
Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas  
 

 
 
 

1 hari kerja  
 

 
Setiap hari kerja 

 

6. URUSAN KEPEGAWAIAN   

No Uraian Kegiatan 
Maksimal Waktu 

Penyelesaian  
Ket. 

1 2 3 4 

 
A. 

 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
11. 
 
 
B 
 
1. 
 

 
PENINGKATAN PENGELOLAAN DATA DAN 
INFORMASI KEPEGAWAIAN  
 
Mengelola surat dinas penting yang telah didisposisi Ketua 
Pengadilan   Negeri dan Panitera/Sekretaris Pengadilan 
Negeri :  
a. Surat yang diterima Urusan Kepegawaian dari disposisi 

Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/sekretaris 
diagenda pada buku surat masuk . 

b. Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari 
konsep, pengetikan dan koreksi oleh kepala  urusan 
kepegawaian. 

c. Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh 
KPN/Pansek baik melalui fax maupun melalui urusan 
umum. 

 
Pengelolaan file Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri  
 
Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (Bezzeting) 
yang disusun pada akhir tahun anggaran , pengetikan jumlah 
data pegawai (Bezzeting) dan koreksi oleh Kasub Bag/Kaur 
Kepegawaian  
 
Penyusunan daftar urut kepengkatan (DUK) disusun pada 
akhir tahun anggaran, pengetikan daftar urut kepangkatan 
dan koreksi oleh Kaur Kepegawaian  
 
Penyusunan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim 
Pengadilan Negeri  
 
Pembuatan lembar absensi daftar hadir dan daftar pulang 
Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri  
 
Perekapan absensi Hakim dan karyawan/karyawati 
Pengadilan Negeri :  
a. Pengumpulan daftar absensi dan pengetikan hasil 

perekapan absen  
b. Koreksi oleh Kasub Bag/Kaur Kepegawaian  
c. Penyerahan rekap absensi kepada Bagian Keuangan 

untuk uang makan dan uang remunerasi  
 
Pembuatan Surat Keputusan mengenai Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA) setelah turun SK dari Pengadilan Negeri 
Pagar Alam   
 
Pembuatan Surat Keputusan mengenai Pengelola Keuangan, 
meliputi SK Pejabat Pembuat Komitmen , Pejabat 
Pengadaan , Panitia Pengadaan , Petugas Pengelola 
Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) , SK Penguji Surat 
Perintah Pembayaran (SPP) dan Penandatangan Surat 
Perintah Membayar (SPM) , SK Pengelola Keuangan , serta 
SK Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran  
 
Pembuatan SK Honorer (pramubakti, supir,satpam); 
 
Pembuat SK Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengamat  
 
 
PROSES PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT  
 
Meneliti kelengkapan berkas usulan,pengetikan usulan,dan 
koreksi oleh Kaur Kepegawaian  

 
 
 

 
Hari itu juga  

 
 

2 hari kerja  
 
 

1 hari kerja  
 
 

Setiap hari kerja  
 
 
 

4 hari kerja  
 

4 hari kerja  
 

 
 
 

4 hari kerja  
 
 
 

4 hari kerja 
 

 
Setiap hari kerja  

 
 
 
 

2 hari kerja 
 

1 hari kerja 
Tanggal 5 setiap 

bulannya  
 

1 hari kerja 
 
 
 

1 hari kerja 
 
 
 
 
 
 
 

1 hari kerja 
 

Sesuai Kebutuhan  
 
 
 
 

7 hari kerja 
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2. 
 
 
 
(1) 
 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
(2) 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
 
(3) 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
 
(4)  
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
 
C 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
D 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
E 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 

 
Proses penomoran dan pengiriman berkas yang surat 
usulannya telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan 
Negeri atau Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri  
 
Kenaikan Pangkat Reguler  
 
Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik 
pangkat selama 1 (satu) tahun, dibuat pada akhir tahun 
 
Pengumpulan data Pendukung usulan Kenaikan Pangkat  
 
Koreksi oleh Kasub Bag/Kaur Kepegawaian terhadap usulan 
kenaikan pangkat reguler  
 
Kenaikan Pangkat Penyesuian Ijazah  
 
Dibuat telaahan  
 
Dilakukan Baperjakat  
 
Pengetikan usulan dan koreksi Kaur Kepegawaian  
 
Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditanda 
tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Negeri 
Pagar Alam   
 
Kenaikan Pangkat Pilihan  
 
Dibuat telaahan  
 
Dilakukan Baperjakat  
 
Pengetikan usulan dan koreksi Kaur Kepegawaian  
 
Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditanda 
tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi 
Palembang  
 
Kenaikan Pangkat Pengabdian  
 
Pengumpulan data  
 
Meneruskan usul kenaikan pangkat  
 
Pengetikan usulan dan koreksi Kaur Kepegawaian  
 
Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah 
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan 
Tinggi Palembang 
 
KENAIKAN GAJI BERKALA  
 
Menyusun daftar hadir hakim dan pegawai yang akan naik 
gaji berkala setiap akhir tahun  
 
Pembuatan SK kenaikan gaji berkala , dibuat 1 (satu) bulan 
sebelum TMT kenaikan gaji berkala  
 
Disampaikan kepada yang bersangkutan , pembuatan daftar 
gaji dan dimasukkan ke file yang bersangkutan  
 
MUTASI HAKIM DAN PEGAWAI  
 
Membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan Surat 
Perintah Menduduki Jabatan  
 
Disampaikan kepada yang bersangkutan, Bendahara , dan 
dimasukkan ke file yang bersangkutan  
 
USUL JABATAN  
 
Penelitian Dokumen dan dibuatkan telaahan  
 
Dilakukan Baperjakat  
 
Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah 
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan 
Negeri Pagar Alam   
 

 
3 hari kerja 

 
 
 
 
 

2 hari kerja 
 

 
5 hari kerja 

 
3 hari kerja 

 
 
 
 

2 hari kerja 
 

Sesuai kebutuhan  
 

2 hari kerja 
 

2 hari kerja 
 
 

 
 
 

1 hari kerja 
 

Sesuai kebutuhan  
 

2 hari kerja 
 

2 hari kerja 
 

 
 
 
 

5 hari kerja 
 

5 hari kerja 
 

3 hari kerja 
 

2 hari kerja 
 
 
 
 
 

4 hari kerja 
 
 

7 hari kerja 
 
 

2 hari kerja 
 
 
 
 

1 hari kerja 
 
 

2 hari kerja 
 
 
 
 

3 hari kerja 
 

Sesuai kebutuhan  
 

2 hari kerja 
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F 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
G 
 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
H 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
I 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
J. 
 
1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 

USUL PENSIUN 
 
Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang 
bersangkutan memasuki usia pensiun  
 
Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangi oleh 
Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Negeri Pagar Alam   
 
USULAN TANDA PENGHARGAAN SATYA 
LENCANA  
 
Pengumpulan data untuk Hakim dan Pegawai yang telah 
memasuki masa kerja selama 10 tahu,20 tahun dan 30 tahun 
dilakukan setiap tahun, dilakukan pada awal tahun  
 
Mengirimkan usulan tanda penghargaan satya lencana yang 
telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke 
Pengadilan Negeri Pagar Alam   
 
CUTI HAKIM DAN PEGAWAI  
 
Pengetikan surat cuti  
 
Mencatat pada buku agenda cuti 
  
Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip file 
yang bersangkutan  
 
PEMBUATAN DP3 
 
Menyiapkan formulir DP3 , menyerahkan pada atasan 
langsung yang dinilai  
 
Pengetikan/pembuatan DP3 : 
- Untuk Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti 

dan Jurusita  
- Untuk pegawai diserahkan ke Bagian masing-masing  
 
Penandatanganan oleh Pejabat penilai, yang dinilai dan 
atasan pejabat penilai serta memasukkan kembali ke file 
yang bersangkutan tersebut  
 
HUKUMAN DISIPLIN 
 
Membuat laporan kepada Ketua PN 
 
Membuat surat  tugas pemeriksaan dan diberikan kepada 
tim pemeriksa. 
 
Membuat dan mengirim surat pemanggilan. 
 
Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa 
 
Membuat laporan kepada Ketua PN serta tindak lanjut 
sesuai rekomendasi 
 

 
 

5 hari kerja 
 
 

2 hari kerja 
 
 
 
 
 

Setiap awal tahun  
 
 
 

8 hari kerja 
 
 
 
 
 

1 hari kerja 
 

1 hari kerja 
 

1 hari kerja 
 
 
 
 

1 hari kerja 
 
 
 

5 hari kerja 
 

5 hari kerja 
 

5 hari 
 
 
 
 
 

1 hari kerja 
 

2 hari kerja 
 
 

3 hari kerja 
 

Sesuai kebutuhan 
 

2 hari kerja 

 

7.  URUSANKEUANGAN  

No Uraian Kegiatan 
Maksimal Waktu 

Penyelesaian  
Ket. 

1 2 3 4 

 
A. 

1. 
 
 
 
B. 
 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 

 
PERENCANAAN ANGGARAN 
Membuat dan menyusun RKA-KL dan data pendukung 
kelengkapan untuk diserahkan ke Pengadilan Tinggi 
Palembang. 
 
ADMINISTRASI KEUANGAN 
 
Mengagenda surat masuk yang sudah didisposisi oleh Ketua 
PN/Pansek, diselesaikan sejak surat itu diterima. 
 
Surat keluar/jawaban surat. 
 
Membuat Berita  Acara Rekonsiliasi. 
 

 
 

Bulan Februari 
 
 
 
 
 

Hari itu juga  
 
 

1 hari kerja 
 

1 hari kerja  
 

 



20 

 

4. 
 
 
C. 
 
(1) 
 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
(2) 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
(4) 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
(5) 
 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 

Membuat rekapitulasi gaji pegawai yang disampaikan ke 
bank. 
 
PELAKSANAAN ANGGARAN 
 
Gaji Induk 
 
Membuat daftar gaji pegawai  menggunakan aplikasi gaji 
dan menyusun kelengkapan daftar gaji ( SK kenaikan gaji 
berkala, SK Kenaikan pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK 
mutasi ). 
Dilakukan setiap awal bulan. 
 
Membuat faktur pajak/surat setoran pajak ( SSP ). 
 
Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya. 
 
Pengajuan surat pernyataan tanggung jawab mutlak 
(SPTJM) Daftar gaji dan kelengkapannya untuk 
ditandatangani oleh kuasa pengguna  anggaran. 
 
Membuat surat perintah membayar (SPM) dan surat setoran 
pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh pejabat 
penandatanganan surat perintah membayar. 
 
Mengantar SPM ke kantor pelayanan perbendaharaan 
Negara. 
 
Gaji susulan 
 
Membuat daftar gaji susulan/kekurangan gaji pegawai 
menggunakan kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan berkala, 
SK kenaikan pangkat, tunjangan istri/anak, SK Mutasi ) 
 
Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP)  
 
Koreksi daftar gaji susulan dan kelengkapannya  
 
Pengajuan daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan 
kelengkapannya beserta Surat pernyataan Tanggung Jawab 
Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna 
Anggaran  
 
Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat 
Setoran Pajak (SSP)  untuk ditandatangani Pejabat 
Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)  
 
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)  
 
Uang Makan  
 
Membuat dan mengkoreksi Daftar Nominatif uang makan 
setelah mendapat rekapitulasi absensi dari 
UrusanKepegawaian pada tanggal 5 setiap bulannya  
 
Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 
(SPTJM) dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA)  
 
Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat 
Setoran Pajak (SSP)  
 
Penandatangan  Surat Perintah Membayar (SPM) oleh 
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)  
 
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)  
 
Uang Lembur  
 
Membuat Surat Perintah Lembur yang ditandatangani oleh 
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  
 
Membuat Daftar Absen Lembur  
 
Penandatanganan oleh penerima/yang diperintah lembur 
dan disetujui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 
 
Pembuatan daftar nominatif uang lembur dan Surat 

2 hari kerja 
 
 

 
 
 
 

3 hari kerja  
 

 
 
 
 

1 hari kerja 
 

1 hari kerja 
 

1 hari kerja     
 
 
 

2 hari kerja 
 
 
 

1 hari kerja 
 
 
 
 

2 hari kerja 
 

 
 

1 hari kerja 
 

1 hari kerja 
 

1 hari kerja 
 
 
 
 

1 hari kerja 
 

 
 

1 hari kerja 
 
 

 
 

1 hari kerja 
 
 
 

1 hari kerja 
 
 

1 hari kerja 
 
 

1 hari kerja 
 
 

1 hari kerja 
 
 
 
 
 

1 hari kerja 
 
 

2 hari kerja 
 

1 hari kerja 
 
 

1 hari kerja 
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5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
(6) 
 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
(7) 
 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
(8). 
 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
(9) 
 
1. 
 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)  
 
Penandatanganan daftar nominatif uang lembur dan Surat 
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)  
 
Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pembuatan 
Surat Setoran Pajak (SSP)  
 
Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh 
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)  
 
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 
 
Gaji ke -13  
 
Membuat daftar gaji ke-13 Hakim dan pegawai 
menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu 
pada daftar gaji bulan Juni , dilaksanakan setelah ada Surat 
Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN)  
 
Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP)  
 
Koreksi daftar gaji ke -13 dan kelengkapannya  
 
Pengajuan daftar gaji ke-13 dan kelengkapannya dan Surat 
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk 
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran  
 
Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat 
Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Kuasa 
Penggunaan  Anggaran  
 
Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh 
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)  
 
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)  
 
Remunerasi dan Pertanggungjawabannya 
 
Membuat daftar  nominatif  remunerasi Pengadilan Negeri 
berdasarkan rekapitulasi absen dari UrusanKepegawaian , 
dilaksanakan setelah ada Surat perintah dari Pengadilan 
Tinggi Palembang  
 
Koreksi daftar nominatif oleh bendahara pengeluaran dan 
kasubag/kaur keuangan. 
 
Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi PN 
oleh KPN dan KPA  
 
Mengirim rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan 
Negeri Ke Pengadilan Tinggi Palembang 
 
Daftar Nominatif Remunerasi harus ditandatangani oleh 
setiap orang yang menerima remunerasi  
 
Penandatanganan rekapitulasi pertanggungjawaban 
permintaan remunerasi Pengadilan Negeri oleh Ketua 
PengadilanNgeri dan Kuasa Pengguna Anggaran  
 
Mengantar rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan 
remunerasi Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi 
Palembang  
 
Pengajuan Uang Persediaan  
 
Mengajukan permintaan Kartu Pengawas (Karwas) ke 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai 
pertanggungjawaban kas di bendahara pengeluaran tahun 
lalu untuk syarat pengajuan uang persediaan (UP)  
 
Mengantar SPM ke KPPN 
 
Tambahan Uang Persediaan  
 
Pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang 
Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

 
 

1 hari kerja 
 

 
1 hari kerja 

 
 

1 hari kerja 
 
 

2 hari kerja 
 

 
 
 

2 hari kerja 
 
 
 
 
 

1 hari kerja 
 

1 hari kerja 
 

1 hari kerja 
 
 

 
1 hari kerja 

 
 
 

1 hari kerja 
 
 

1 hari kerja  
 
 
 
 

3 hari kerja 
 
 
 
 

1 hari kerja 
 
 

1 hari kerja 
 
 

1 hari kerja 
 
 

3 hari kerja 
 
 

1 hari kerja 
 
 
 

1 hari kerja 
 
 
 
 
 

3 hari kerja 
 
 
 
 

1 hari kerja 
 
 
 

Sesuai kebutuhan 
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2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
(10) 
 
1, 
 
 
2. 
 
(11) 
 
 
 
 
 
(12) 
 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
D 
 
(1) 
 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
(2) 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
E. 

Negara (KPPN) yang bersifat mendesak untuk menunjang 
Uang Persediaan yang tidak cukup  
 
Pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang 
Persediaan (TUP)  yang diajukan ke kantor wilayah 
perbendaharaan Negara. 
 
Membuat SPM tambahan uang persediaan (TUP) dengan 
kelengkapannya. 
 
Mengantar SPM ke KPPN 
 
Pengajuan Ganti Uang Persediaan ( GUP) 
 
Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) dan 
kelengkapannya. 
 
Mengantar SPM ke KPPN 
 
Pengajuan SPM Ls 
 
Membuat SPM Ls dan kelengkapannya 
 
Mengantar SPM ke KPPN 
 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
 
Menerima, membukukan dan menyetorkan penerimaan 
negara bukan pajak pada bank persepsi, dilaksanakan 
setelah bendahara penerima menerima uang dari bagian 
perdata. 
 
Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk 
ditandatangani Pansek pada setiap penyetoran. 
 
Melaporkan PNBP ke PT Palembang 
 
 
 
PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN KEUANGAN 
 
Pelaporan bulanan Sitem Akuntansi Pengguna 
Anggaran (SAKPA) 
 
Pembuat laporan memasukkan data ke aplikasi setelah 
menerima bukti setoran dari bendahara pengeluaran dan 
bendahara penerima sesuai format dari KPPN. 
 
SPM yang telah disetujui oleh KPPN akan diterbitkan SP2D 
dan SP2D tersebut diinput ke aplikasi SAKPA 
 
Melakukan rekonsiliasi untukmenyamakan hasil belanja 
selama sebulan antara satker ke KPPN. 
 
Membuat laporan ke Korwil dan Ke KPKNL setelah 
menerima laporan SIMAK-BMN dari subag/urusanumum 
paling lambat tanggal 3 setiap bulannya. 
 
Mengantar laporan keuangan ke korwil, biro keuangan 
MARI, BUA dan Badan Pengawasan MARI paling lambat 
tanggal 10 setiap bulannya. 
 
Pelaporan keuangan setiap triwulan 
 
Laporan realisasi belanja pertriwulan 
Pembuatan laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 
3 bulan diantar/dikirim ke PT plg dan MARI 
 
Laporan PP No. 39 Tahun 2006 (Aplikasi Bappenas) 
pertriwulan : 
- Melakukan input data aplikasi PP no. 39 Tahun 2006 

formulir A untuk PN dan penandatanganan oleh PPK. 
- Mengirim laporan aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 ke 

Korwil 
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( LAKIP) : 
- Pembuatan LAKIP. 
- Pengiriman ke PT Palembang. 

 
PENATAUSAHAAN DAN PENGAWASAN 

 
 
 

1 hari kerja 
 
 
 

1 hari kerja 
 
 

1 hari kerja 
 
 
 

2 hari kerja 
 
 

1 hari kerja 
 
 
 

1 hari kerja 
 

1 hari kerja 
 
 
 

Setiap hari 
 
 
 
 

Setiap hari 
 
 

Tanggal 5 setiap 
bulannya 

 
 
 
 
 
 
 

1 hari kerja 
 
 
 

2 hari kerja 
 
 

1 hari kerja 
 
 

1 hari kerja 
 
 
 

1 hari kerja 
 
 
 
 
 

2 hari kerja 
 
 
 
 
 

1 hari kerja 
 

1 hari kerja 
 
 
 

Setiap akhir tahun 
1 hari kerja 
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(1) 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
(2) 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
(3) 

ANGGARAN. 
 
Buku Kas Umum 
 
Buku kas umum pada awal tahun diberi penomoran setiap 
lembarnya dan diparaf oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 
 
Buku Kas Umum ditutup tiap bulannya dan ditandatangani 
oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 
 
Buku Pembantu 
 
Buku pembantu kas tunai dibukukan pada setiap transaksi 
dan ditutup setiap bulan. 
 
Buku pembantu bank dibukukan pada setiap ada transaksi 
yang ada di rekening giro. 
 
Buku pembantu pajak dibukukan pada setiap 
transaksi/pembayaran surat setoran pajak (SSP). 
 
Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan 
terhadap buku kas umum, buku kas tunai, buku 
pembantu bank dan buku pembantu pajak sesuai 
kebutuhan. 
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B. KINERJA / SASARAN KINERJA PEGAWAI ( SKP ) 

Pengadilan Negeri Pagar Alam merupakan lingkungan peradilan umum 

dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan. Pengadilan Negeri sebagai kawal depan (Voorj Post) Mahkamah Agung, 

bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara yang masih di tingkat pertama. 

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan 

Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan 

Militer ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara garis besar tugas pokok 

dalam sasaran kinerja pegawai , fungsi komponen pada Pengadilan yaitu : 

1. Ketua  

- Membuat penetapan tentang penunjukan susunan majelis hakim untuk 

memeriksa dan mengadili perkara. 

- Mengawasi dan membina hakim. 

- Sebagai kawal depan (Voorpost) Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

yaitu melakukan pengawasan terhadap : 

a. Penyelenggaraan Peradilan para hakim dan pejabat kepaniteraan. 

b. Masalah-masalah hukum yang timbul. 

c. Masalah tingkah laku / perbuatan hakim dan pejabat kepaniteraan. 

- Membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila 

dipandang perlu. 

- Mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan 

Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil 

evaluasinya secara priodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah 

Agung. 

2. Wakil Ketua  

- Melaksanakan tugas ketua, apabila ketua berhalangan. 
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- Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh ketua kepadanya. 

- Melaksanakan tugas sebagai koordinator pengawasan. 

3. Hakim  

- Bertanggungjawab atas pembuatan berita acara persidangan. 

- Mengemukakan pendapat dalam musyawarah. 

- Mengambil putusan berdasarkan musyawarah. 

- Wajib menandatangani putusan yang diucapkan dalam persidangan. 

- Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh ketua. 

4. Panitera/Sekretaris  

- Bertanggungjawab atas pengurusan administrasi kepaniteraan seperti 

berkas perkara, putusan/dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, 

surat-surat  bukti dan surat-surat  lainnya yang disimpan di kepaniteraan. 

- Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan seperti 

pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum. 

- Mengatur tugas Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda, 

Panitera Pengganti dan Kepala Bagian. 

5. Wakil Panitera  

- Membantu Panitera dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin 

kepaniteraan pengadilan. 

- Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan. 

- Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh Panitera kepadanya. 

- Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan 

mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain dalam 

mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain. 

- Membantu tugas Panitera mendampingi Hakim dengan mengikuti dan 

mencatat jalannya sidang. 

6. Wakil Sekretaris  

- Membantu Panitera/Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dalam 

bidang kesekretariatan/administrasi umum. 
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- Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja/Jadwal Kegiatan. 

- Mengkoordinir penyusunan Laporan Tahunan. 

- Mengkoordinir penyusunan LAKIP. 

- Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Bagian Kepegawaian, Bagian 

Keuangan dan Bagian Umum. 

- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahan. 

- Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh Panitera/Sekretaris 

kepadanya. 

7. Kepaniteraan Perdata 

- Melaksanakan administrasi perkara Perdata yang masuk ke tingkat 

banding.  

- Mempersiapkan persidangan perkara Perdata. 

- Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang di terima di 

Kepaniteraan Perdata. 

- Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, serta 

meneliti biaya perkara yang masuk ke rekening Pengadilan . 

- Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai 

catatan singkat tentang isinya. 

- Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang 

berhubungan dengan masalah perkara Perdata. 

- Menyerahkan arsip perkara kepada Kepaniteraan Hukum. 

 

8. Kepaniteraan Pidana 

- Melaksanakan administrasi perkara Pidana yang masuk. 

- Mempersiapkan persidangan perkara Pidana. 

- Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang di terima di 

Kepaniteraan Pidana. 

- Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. 
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- Membuat penetapan-penetapan yang berhubungan dengan suatu perkara 

pidana. 

- Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai 

catatan singkat tentang isinya. 

- Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang 

berhubungan dengan masalah perkara Pidana. 

- Menyerahkan arsip perkara kepada Kepaniteraan Hukum. 

9. Kepaniteraan Hukum 

- Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data Perkara Pidana & Perdata 

Banding. 

- Menyusun Laporan Perkara Pidana & Perdata , meliputi Laporan 

Bulanan, Laporan 3 Bulanan, Laporan 4 Bulanan, Laporan 6 Bulanan dan 

Laporan Tahunan. 

- Membuat dan menyajikan statistik Perkara Pidana & Perdata Banding. 

- Mengarsipkan Berkas Perkara Pidana & Perdata yang telah diserahkan 

oleh Kepaniteraan Pidana dan Kepaniteraan Perdata. 

- Mengarsipkan Surat-surat  masuk Kepaniteraan Hukum. 

- Menyelenggarakan administrasi Laporan Pengaduan Masyarakat.  

- Melakukan administrasi lain, seperti Surat Keterangan Tidak Pernah 

Dihukum, Surat Keterangan Tidak Mempunyai Tanggungan Hutang.  

 

10. Panitera Pengganti 

- Membantu Hakim  dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang 

pengadilan.  

- Membantu Majelis Hakim dalam membuat penetapan hari pemeriksaan 

dan persiapan sidang, menyelesaikan berita acara persidangan sebelum 

sidang berikutnya, dan mengetik putusan. 

- Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara tentang penundaan hari 

sidang dan berkas perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya. 
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- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah 

selesai diminutasi. 

11. Urusan Umum 

- Membantu tugas-tugas Panitera/Sekretaris dalam pelaksanaan 

operasional dan rumah tangga kantor. 

- Mengelola surat-surat dinas. 

- Mengelola aset/Barang Milik Negara. 

- Pengadaan barang dan jasa. 

- Penanggungjawab keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan 

kantor  

- Mengelola perpustakaan. 

- Mengelola jaringan website. 

12. Urusan Kepegawaian 

- Menyiapkan dan mengelola Daftar Keadaan Pegawai  dan membuatkan 

laporan bulanannya. 

- Membuat statistik pegawai Pengadilan. 

- Mengelola daftar hadir pegawai (absensi) dan merekapitulasi setiap 

bulan. 

- Mengelola usulan Kenaikan Pangkat, Mutasi, Promosi Jabatan dan 

Pensiun. 

- Membuat/mengetik Surat Keputusan (SK) Kenaikan Gaji Berkala. 

- Mengelola Permohonan Izin Belajar dan Laporan Selesai Pendidikan . 

- Mengelola permohonan dan Surat Izin Cuti. 

- Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezzeting . 

- Menyiapkan dan melaksanakan acara pelantikan/pengambilan sumpah 

jabatan. 

13. Urusan Keuangan 

- Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
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- Menerima, mempertanggungjawabkan dan menatausahakan pelaksanaan 

anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

. 

- Sebagai penanggungjawab Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran 

Wilayah. 

- Menyelenggarakan, menyusun, memantau dan menyampaikan Laporan 

Keuangan secara berkala. 

Disamping untuk mewujudkan tertib administrasi, pengaturan Tugas 

Pokok di Pengadilan Negeri Pagar Alam bertujuan untuk mengevaluasi volume 

pekerjaan, hasil kinerja, kemampuan Sumber Daya Manusia serta untuk menilai 

sejauh mana tanggung jawab para pegawai dalam melaksanakan tugasnya. 
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BAB  III 

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 

 

A. SUMBER DAYA MANUSIA 

Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan sangat 

menentukan untuk mencapai visi dan misi Mahkamah Agung kedepan. Pegawai 

di Pengadilan Negeri Pagar Alam dapat dibedakan atas pegawai teknis dan 

pegawai non teknis. Pegawai teknis meliputi : Hakim, Panitera, dan Jurusita. 

Pegawai teknis ini bertugas mengerjakan tugas dan teknis peradilan seperti 

administrasi peradilan. Pegawai non teknis merupakan supporting staff yang 

memberikan dukungan bagi pegawai teknis peradilan dalam pelaksanaan tugas. 

Pegawai teknis dan pegawai non teknis harus bersinergi untuk mendukung 

lancarnya tugas-tugas peradilan. 

Jumlah Pegawai Pengadilan Pagar Alam hingga Desember 2015 mencapai  

21 orang, sebagai berikut :  

Tabel V.A 
Data Pegawai Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2015 

 
 

No Nama 
Pangkat/Gol. 

Ruang 
Jabatan 

Lama 

Jabatan  

Baru per 01 
Jan 2016 

Pendidikan 

1 2 3 4  5 

1 Harun Yulianto, SH Pembina (IV/a) Ketua Ketua S1 : Univ Jambi     

2 Agus Pancara, SH., M.Hum Pembina (IV/a) Wakil Ketua Wakil Ketua S1 : Univ Indonesia 

S2 : Univ UGM 

3 Astan, SH Penata Tk. I 
(III/d) 

Panitera/ 
Sekretaris 

Panitera S1 : STIH Serasan  
Muara Enim 

4 M. Soleh, SH Penata Tk. I 
(III/d) 

Wakil 
Panitera 

 S1 : STIHPADA 
Palembang 

5 Muhammad Budi Darma, SH., MH Penata Muda 
Tk. I (III/b) 

Hakim Hakim S1 : Univ Trisakti 

S2: Univ Lampung 

6 Shelly Noveriyati S, SH 
Penata Muda 
Tk. I (III/b) Hakim Hakim S1: Univ Sriwijaya 

7 M. Alwi, SH 
Penata Muda 

(III/a) Hakim Hakim S1: Univ Sriwijaya 

8 Muhammad Gufiyamin, SH Penata Tk. I 
(III/d) 

Panmud 
Pidana 

Panmud 
Pidana 

S1: STIPADA 
Palembang 

9 Dery Tauhid, SH 
Penata Muda Tk 

I (III/b) Panmud 
Hukum 

Panmud 
Hukum 

S1: STIH Serasan 
Muara Enim 
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10 Herman 
Penata Muda 

(III/b) Panmud 
Perdata 

Panmud 
Perdata 

SMA Lahat 

11 Helmy Fakhrizal Farhan, SH., MH 
Penata Muda 
Tk. I (III/b) Panitera 

Pengganti 
Panitera 

Pengganti 

S1: Univ Andalas 
Padang 
S2: Univ 
Muhammadiyah 
Palembang 

12 Brendy Sutra, SH 
Penata Muda 

(III/a) Panitera 
Pengganti 

Panitera 
Pengganti 

D3: Komputer Univ 
Sriwijaya 

S1: STIH Serasan 
Muara Enim 

13 Marina Wijayasari, SH 
Penata Muda 
Tk. I (III/b) Panitera 

Pengganti 
Panitera 

Pengganti 
S1: Univ Sriwijaya 

14 Rionaldo Sahat Sigalingging, S.Kom 
Penata Muda 
Tk. I (III/b) Kaur Umum Sekretaris S1: STMIK IGM 

Palembang 

15 Diah Alam Sari, S.Psi 
Penata Muda 
Tk. I (III/b) Kaur 

Kepegawaian 
Kasub 

Kepegawaian 
D3: Akademi Ligasi 
Indonesia 

S1: Widya Dharma 
Palembang 

16 Alimron Dwiputra, SE 
Penata Muda 
Tk. I (III/b) Kaur 

Keuangan  
Kasub Umum 
dan Keuangan  

S1: Univ 
Muhammadiyah 
Palembang 

17 Heryansyah, SH 
Penata Muda 

(III/a) Staff Kasub TI dan 
Pelaporan  

S1: STIH Serasan 
Muara Enim 

18 A.Elizabeth, SH 
Penata Muda 

(III/a) Staf Pidana 
(CPP) 

Staf Pidana 
(CPP) 

S1: Univ Sriwijaya 

19 Likwanyu 
Pengatur Muda 

Tk. I (II/b) Juru Sita 
Pengganti 

Juru Sita 
Pengganti 

SMEA Sekayu 

20 Sigit Prismariandi W, SH 
Penata Muda 

(III/a) Staf Umum 
(CPP) 

Staf Umum 
(CPP) 

S1: Univ Syahyakirti 
Palembang 

21 Mariska W, SH 
Penata Muda 

(III/a) Staf 
Kepegawaian 

( Calon 
Jurusita) 

Staf 
Kepegawaian ( 

Calon 
Jurusita) 

S1: Univ Sriwijaya  

 
 

Detail pegawai dapat dilihat berdasar tingkat pendidikan, pangkat 

golongan dan ruang, usia dan jenis kelamin sebagai berikut : 

 
1. Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pengadilan Negeri Pagar Alam  terus berusaha meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Manusia, salah satunya melalui jalur pendidikan. Jumlah 

pegawai yang menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi terus mengalami 

peningkatan. Berikut data pegawai Pengadilan Negeri Pagar Alam 

berdasarkan tingkat pendidikan : 
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Tabel V.A.1 
Tingkat Pendidikan Pegawai Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2015 

 

Satker S3 S2 S1 DIII SMU SMP  SD Jml 

Pengadilan Negeri Pagar 
Alam 

0 3 16 0 2 0 0 21 

 
 

2. Sumber Daya Manusia berdasarkan pangkat golongan dan ruang 

Data pegawai Pengadilan Negeri Pagar Alam  berdasarkan pangkat golongan 

dan ruang, adalah sebagai berikut : 

Tabel V.A.2 
Pangkat Golongan Ruang Pegawai Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2015 

 

Satker 
 

Golongan dan Ruang 

IV III II I 
e d c b a d c b a d c b A D c B A 

Pengadilan Negeri Pagar 
Alam 

0 0 0 0 2 3 0 9 6 0 0 1 0 0 0 0 0 

 

3. Sumber Daya Manusia berdasarkan kelompok usia 

Data pegawai Pengadilan Negeri Pagar Alam  berdasarkan kelompok usia, 

adalah sebagai berikut : 

Tabel V.A.3 
Kelompok Usia Pegawai Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2015 

 

Satker 
U s i a 

61-70 51-60 41-50 31-40 20-30 

Pengadilan Negeri Pagar 
Alam 

0 2 3 7 9 

 

 

4.  Sumber Daya Manusia berdasarkan jenis kelamin 

Data pegawai Pengadilan Negeri Pagar Alam  berdasarkan jenis kelamin, 

adalah sebagai berikut : 

Tabel V.A.4 
Jenis Kelamin Pegawai Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2015 

 

Satker 
JENIS KELAMIN 

Laki-laki Perempuan 

Pengadilan Negeri Pagar Alam 16 5 
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5. Sumber Daya Manusia Teknis dan Non Teknis 

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 

Jumlah Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Pagar 

Alam  hingga Desember 2015 mencapai 14 orang. Detail Sumber Daya 

Manusia Yudisial dapat dilihat berdasarkan data  berikut ini : 

1) Hakim 

Jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Pagar Alam sebanyak 5 orang, 

termasuk Ketua dan Wakil Ketua, sedangkan dari jenis kelaminnya, 

terdapat 1 orang hakim perempuan dan 4 orang hakim laki-laki. 

Sebagaimana dalam tabel berikut : 

Tabel V.A.5.a.1 
Data Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2015 

 

Satker 

Jabatan Jenis Kelamin 

Ketua  
Wakil 
Ketua 

Hakim 
Laki-
Laki 

Perempuan 

Pengadilan Negeri 
Pagar Alam 

1 1 3 4 1 

 
 

2) Panitera dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti 

Jumlah Panitera di Pengadilan Negeri Pagar Alam sebanyak 8 orang 

dan Jusu Sita Pengganti (JSP) sebanyak 1 orang, yang kesemuanya 

adalah laki-laki. Berikut data Panitera dan Juru Sita/Juru Sita 

Pengganti di Pengadilan Negeri Pagar Alam berdasar jabatan dan 

jenis kelamin : 

Tabel V.A.5.a.2 
Data Panitera dan Juru Sita Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 

2015 
 

Satker 

 
Jabatan 

Jenis 
Kela
min 

Pan 
sek 

Wa 
pan 

Pan 
mud 
Pida 
na 

Pan 
mud 
Per 
data 

Pan 
mud 

Hukum 

Pani
tera 
Pen
ggan

ti 

J
S
P 

L P 

Pengadilan 
Negeri Pagar 

Alam 
1 1 1 1 1 3 1 8 1 
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b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial 

Jumlah Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Pengadilan Negeri 

Pagar Alam hingga Desember 2015 mencapai 6 orang, meliputi 2 Pejabat 

Struktural dan 4 orang Staf. Detail Sumber Daya Manusia Non Yudisial 

dapat dilihat berdasarkan sebaran berikut ini : 

1) Pejabat Struktural 

Jumlah Pejabat Struktural di Pengadilan Negeri Pagar Alam sebanyak 

4 orang. Berikut data Pejabat Struktural di Pengadilan Negeri Pagar 

Alam berdasar jabatan dan jenis kelamin : 

Tabel V.A.5.b.1 
Data Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2015 

 

Satker 

Jabatan 
Jenis 

Kelamin 

Se
kre
tar
is 

Kasub 
Umum 

dan 
Keuanga

n 

Kasub 
Kepegawaian 

Kasub TI L P 

Pengadilan 
Negeri Pagar 

Alam 
1 1 1 1 3 1 

 

2) Tenaga Staf 

Tenaga staf di Pengadilan Negeri Pagar Alam sebanyak 3 orang. 

Jumlah tersebut dirasakan kurang, karena ada bagian yang tidak 

memiliki staf sama sekali. Sebaran tenaga staf adalah sebagai berikut: 

Tabel V.A.5.b.2 
Tenaga Staf Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2015 

 

Satker 

Tenaga Staf di Bagian 
Jenis 

Kelamin 

Pida
na 

Per 
data 

Hu 
kum 

Um
um 

Kepega
waian 

TI L P 

Pengadilan 
Negeri Pagar 

Alam 
1 0 0 1 1 0 1 2 

 
6. Promosi dan Mutasi 

Promosi dan Mutasi adalah bagian dari pengembangan karir yang 

ditandai dengan perpindahan dari suatu wilayah kerja ke wilayah kerja lain. 



35 

 

Seseorang yang mendapatkan jabatan ke jenjang yang lebih tinggi disebut 

promosi, sedangkan mutasi adalah perpindahan wilayah kerja yang belum 

tentu dalam rangka promosi mutasi. 

a. Promosi dan Mutasi Pegawai Teknis Pengadilan  

Berikut adalah data promosi dan mutasi pegawai teknis  Pengadilan 

Negeri Pagar Alam : 

Tabel V.A.6.a 
Data Promosi dan Mutasi Pegawai Teknis Pengadilan Negeri Pagar 

Alam Tahun 2015 

 

NO NAMA JABATAN LAMA JABATAN BARU 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

 

DR. IMAN L HAKIM, SH., M.HUM 

 

HANDRY SATRIO, SH 

REZA  ADHIAN MARGA, SH.,MH 

ARIF INDRIANTO, SH.,MH 

 

GALANG S ,SH.,MH 

 

TRI LESTARI, SH 

 

AGUS PANCARA.SH.,MH 

 
 
SUDARWAN , SH 
 
 
 
HERMAN 

DERRY TAUHID, SH 

 WAKIL KETUA PN 
PAGAR ALAM 

HAKIM PN PAGAR ALAM 

HAKIM PN PAGAR ALAM 

HAKIM PN PAGAR ALAM 

 

HAKIM  PN PAGAR ALAM 

 

HAKIM PN PAGAR ALAM 

 
 

HAKIM PN TASIK 

 

PANMUD PERDATA PN 
PAGAR ALAM 

 
 PENGADILAN NEGERI 
LAHAT 
PP MUARA ENIM 

 

 
 

HAKIM YUSTISIA 
MARI 

HAKIM PN BANGIL 

HAKIM PN SUKADANA 

HAKIM PN 
TEMBILAHAN 
 

HAKIM PN GUNUNG 
SUGIH 
 

HAKIM PN 
PRABUMULIH 

 

WAKIL KETUA 
PN.PAGAR ALAM 
 
PANITERA 
PENGGANTI 
PN LAHAT 
 
PANMUD PERDATA 
 
PANMUD HUKUM PN 
PAGAR ALAM 

 

b. Mutasi Pegawai Non Teknis Pengadilan  

data mutasi pegawai non teknis  Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak 

terdapat sama sekali 

 

Tabel V.A.6.b 
Data Mutasi Pegawai Teknis Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 

2015 
 

NO NAMA JABATAN LAMA JABATAN BARU 

1 
 
 

Shandy W S, SH 
 

 

Staff Perdata PN 
Pagar Alam 

Staff PN Sekayu 
] 
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2 
Heryansyah, SH 

 

Staff PN MUara 
Enim 

Kasub TI PN Pagar 
Alam 

 
 

7.  Hukuman Disiplin 

Sepanjang tahun 2015, tidak ada hakim, pejabat ataupun pegawai 

Pengadilan Negeri Pagar Alam  yang dikenai hukuman disiplin.  

 

8. Pengisian Jabatan Struktural 

Hingga akhir tahun 2015, masih ada jabatan struktural pegawai non 

teknis yang belum terisi yaitu Wakil Sekretaris dan Kepala Urusan (Kaur) 

Keuangan. Berikut komposisi jabatan struktural yang telah terisi dan yang 

masih belum ada (kosong) tetapi untuk per januari 2016 jabatan struktural 

nonteknis telah terisi semua. 

Tabel V.A.8 
Data Jabatan Struktural  di Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 

2015 
 

JABATAN KOMPOSISI TERISI KOSONG 

- Wakil Sekretaris 
- Kaur Keuangan 
- Kaur Umum 
- Kaur Kepegawaian 

1 
1 
1 
1 

- 
- 
1 
1 

1 
1 
- 
- 

 

Tabel V.A.8 
Data Jabatan Struktural  baru per 01 januari 2016 di Pengadilan 

Negeri Pagar Alam 
 

JABATAN KOMPOSISI TERISI KOSONG 

- Sekretaris 
- Kasub Umum dan Keuangan 
- Kasub TI dan Pelaporan  
- Kasub Kepegawaian 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

- 
- 
- 
- 

 

9. Peningkatan Sumber Daya Manusia 

Sudah saatnya kualitas Sumber Daya Manusia Peradilan ditingkatkan. 

Dengan SDM peradilan yang profesional maka akan tercipta kinerja yang 

lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dihadapan pemerintah 

maupun masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Negeri 

Pagar Alam  telah berupaya mengelola SDM dengan menambah ilmu dan 
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wawasan melalui kegiatan lokakarya, pelatihan, rapat koordinasi dan 

sebagainya. Selama tahun 2015, kegiatan yang telah diikuti adalah sebagai 

berikut : 

 
 
 
 
 
 

Tabel V.A.9 
Kegiatan yang Diikuti Pegawai Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 

2015 
 

 

NO KEGIATAN TEMPAT/TGL NAMA PESERTA 

1 2 3 4 
1 Monitoring dan Evaluasi 

atas pelaksanaan 
Penyusunan laporan 
keuangan 

Pengadilan Tinggi 
Palembang 
03-11-2015 

Helmy 
Fakhrizal.F.SH,MH 
Rionaldo Sahat S, S.Kom 
Sigit Prismariandi.W 
 

2 Diklat Sistem Akuntasi 
Instasi pemerintah 

 Palembang,  
02-06 Nov 2015 

Alimron, SE 
 

3 Diklat Teknis Fungsional 
Hakim Perkara Pilkada 

Mega Mendung Bogor  
08-19  Agustus 2015 

 
Harun Yulianto,SH 

4  Pelatihan Sistem 
Peradilan Pidana anak 

Mega Mendung Bogor,  
08-19 Juni  2015 
 

Dr. Iman Luqmanul 
Hakim, SH., M.Hum 

5 Rapat Koordinasi sistem 
pengawasan Hakim 
Pengawas Bidang 

Novotel Palembang, 
21-23 Mei  2015 

Dr.Iman Luqmanul 
H.SH.M.Hum 
Tri Lestari,SH 
Galang Syafta 
Arsitama,SH.,MH 
M.BUDI 
DARMA,SH.,MH 
Shelly Noveriyati S.,SH 
 

6 Bimbingan Teknis 
mengenai pengaturan 
cybercrimes dalam UU 
Informasi dan Transaksi 
Elektronikn(UU ITE) dan 
bimbingan Teknis 
forensik Digital 

Palembang  
30 -01  April  2015 

 
Tri Lestari, SH 
M.Alwi, SH 

7 Tenu Wicara bidang 
kebangsentralan dan 
sektor jasa keuangan 

Hotel Novotel 
Palembang,  
24 -28 Maret  2015 

HarunYulianto, SH 
Reza Adhian Marga,SH 
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KEADAAN PERKARA 

 

A. KEADAAN PERKARA PIDANA 

Pengelolaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Pagar Alam  tahun 

2015 dilakukan dengan baik. Setiap bulannya data-data keadaan perkara pidana 

dilaporkan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan tembusan ke 

Pengadilan Tinggi Palembang. Berikut data Perkara Pidana pada Pengadilan 

Negeri Pagar Alam selama tahun 2015 : 

 
Perkara Pidana Biasa 

Tahun 2015, Pengadilan Negeri Pagar Alam menerima berkas perkara 

pidana biasa sebanyak 138 perkara ditambah dengan sisa di tahun 2014 dengan 

total 155 perkara, diputus sebanyak 138 perkara, sehingga sisa perkara yang 

masih berjalan adalah 17 perkara. Rinciannya sebagai berikut : 

Tabel III.A.1 
Keadaan Perkara Pidana Biasa Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2015 

 

BULAN SISA BLN LALU MASUK PUTUS SISA 

Januari 17 13 12 18 

Pebruari 18 13 10 21 

Maret 21 9 17 13 

April 13 17 8 22 

Mei 22 6 19 9 

Juni 9 6 7 8 

Juli 8 7 5 10 

Agustus 10 15 6 19 

September 19 11 12 18 

Oktober 18 10 18 10 

Nopember 10 14 5 19 

Desember 19 17 19 17 

 

Perkara Pidana Cepat/Singkat 

Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Pagar Alam hanya menerima 1 

berkas perkara pidana cepat, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel III.A.2 
Keadaan Perkara Pidana Cepat/Singkat Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 

2015 
 

BULAN SISA BLN LALU MASUK PUTUS SISA 

Januari - - - - 

Pebruari - - - - 

Maret - - - - 

April - 29 29 - 

Mei - - - - 

Juni - - - - 

Juli - 4 4 - 

Agustus - - - - 

September - - - - 

Oktober - - - - 

Nopember - 4 4 - 

Desember - - - - 

 

Perkara Pidana Lalu Lintas 

Tahun 2015, berkas perkara pidana lalu lintas (tilang) berjumlah 4.520 

perkara, dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel III.A.3 
Keadaan Perkara Pidana Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 

2015 
 

BULAN SISA BLN LALU MASUK PUTUS SISA 

Januari - 214 214 - 

Pebruari - 556 556 - 

Maret - 176 176 - 

April - 221 221 - 

Mei - 298 298 - 

Juni - 324 324 - 

Juli - 167 167 - 

Agustus - 288 288 - 

September - 559 559 - 

Oktober - 421 421 - 

Nopember - 892 892 - 

Desember - 404 404 - 

 

Perkara Pidana Banding 

Tahun 2015, Pengadilan Negeri Pagar Alam menerima berkas perkara 

pidana banding sebanyak 2 perkara dan kesemuanya telah di kirim pada tingkat 

banding, dari ke dua perkara tersebut 1 (satu) berkas perkara telah kembali dan 
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1(satu) berkas perkara di cabut sehingga tidak ada sisa perkara yang masih 

berjalan  

Perkara Pidana Kasasi 

Tahun 2015, Pengadilan Negeri Pagar Alam menerima berkas perkara 

pidana Kasasi sebanyak 1 perkara dan telah di kirim pada tingkat kasasi, 

sehingga tidak ada sisa perkara yang masih berjalan. 

 

B. KEADAAN PERKARA PERDATA 

Pengelolaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Pagar Alam  tahun 

2015 juga dilakukan dengan baik. Setiap bulannya data-data keadaan perkara 

perdata dilaporkan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan 

tembusan ke Pengadilan Tinggi Palembang. Berikut data Perkara Perdata pada 

Pengadilan Negeri Pagar Alam selama tahun 2015 : 

 
Perkara Perdata Gugatan 

Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Pagar Alam  menerima perkara 

perdata gugatan sebanyak 3 perkara, yang telah diputus berjumlah 2 dan sisa 1 

perkara, sehingga pada akhir tahun menyisakan ada tunggakan perkara yang 

masih berjalan. Rinciannya adalah sebagai berikut : 

Tabel III.B.1 
Keadaan Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 

2015 
 

BULAN SISA BLN LALU MASUK PUTUS SISA 

Januari 1 - - 1 

Pebruari 1 1 - 2 

Maret 2 - - 2 

April 2 1 2 1 

Mei 1 - - 1 

Juni 1 - - 1 

Juli 1 - - 1 

Agustus 1 - 1 - 

September - 1 - 1 

Oktober 1 - - 1 

Nopember 1 - - 1 

Desember 1 - - 1 
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Perkara Perdata Permohonan 

Selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Pagar Alam menerima 29 perkara 

perdata permohonan, sedangkan yang telah diputus sebanyak 29 perkara, 

sehingga tidak adanya sisa perkara perdata permohonan pada akhir tahun. 

Rincian data-data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 
Tabel III.B.2 

Keadaan Perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 
2015 

 

BULAN SISA BLN LALU MASUK PUTUS SISA 

Januari 1 1 2 - 

Pebruari - 1 - 1 

Maret 1 3 3 1 

April 1 2 2 1 

Mei 1 2 3 - 

Juni - 1 1 - 

Juli - - - - 

Agustus - 3 2 1 

September 1 2 3 - 

Oktober - 4 2 2 

Nopember 2 8 8 2 

Desember 2 2 4 - 

 

Perkara Perdata Banding dan Kasasi 

Tahun 2015, Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak menerima berkas 

perkara perdata banding maupun kasasi sehingga tidak ada sisa perkara yang 

masih berjalan  

 

 

C.  KEUANGAN PERKARA PERDATA 

Pengelolaan keuangan biaya perkara perdata disetorkan ke Kas Negara 

melalui bank. Hal ini tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 

Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak 
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(PNBP) tanggal 23 Juli 2008. Administrasi Biaya Perkara Perdata dilaksanakan 

oleh Bendahara Kepaniteraan Perdata, yang dilaporkan dalam Laporan Bulanan.  

Pada tahun 2015, keuangan perkara perdata memiliki saldo awal sebesar   

Rp 1.497.000, sedangkan penerimaan mencapai Rp 1.861.514.209,32 dan 

pengeluaran sebesar Rp 4.929.000, sehingga menutup tahun 2015, saldo akhirnya 

adalah sebesar Rp 1.856.918.209,32. Tabel di bawah ini menggambarkan Keadaan 

Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pagar Alam di tahun 2015  : 

 
Tabel III.C.1 

Keadaan Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pagar Alam  
Tahun 2015 

 

NO BULAN 
SALDO 

AWAL (Rp) 
PENERI MAAN 

(Rp) 
PENGE 

LUARAN (Rp) 
SALDO AKHIR 

(Rp) 

1 Januari Rp. 1.497.000 Rp. 191.000 Rp.202.000 Rp. 1.486.000 

2 Pebruari Rp. 1.486.000 Rp.791.000 Rp. 180.000 Rp.2.097.000 

3 Maret Rp. 2.097.000 Rp. 848.000 Rp. 1.503.000 Rp. 1.442.000 

4 April Rp. 1.442.000 Rp.1.548.000 Rp. 2.593.000 Rp. 397.000 

5 Mei Rp. 397.000 Rp. 182.000 Rp. 193.000 Rp. 386.000 

6 Juni Rp.386.000 Rp. 116.000 Rp. 191.000 Rp. 311.000 

7 Juli Rp. 311.000 - Rp.75.000 Rp. 236.000 

8 Agustus Rp. 236.000 Rp.298.000 Rp.523.000 Rp. 11.000 

9 September Rp.11.000 Rp.1.523.000 Rp. 873.000 Rp. 661.000 

10 Oktober Rp. 661.000 Rp. 664.000 Rp. 992.000 Rp.333.000 

11 Nopember Rp. 333.000 Rp. 878.000 Rp. 878.000 Rp. 333.000 

12 Desember Rp. 333.000 1.861.514.209,32 Rp 4.929.000 1.856.918.209,32 
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D. MINUTASI PERKARA PIDANA 

Minutasi perkara pidana pada tahun 2015, secara umum di Pengadilan 

Negeri Pagar Alam  cukup baik, karena perkara diputus dengan yang diminutasi 

hampir seimbang. Sehingga pada akhir tahun, tunggakan minutasi relatif kecil. 

Perkara Pidana Biasa 

Perkara Pidana Biasa yang diputus 138 perkara, dengan minutasi 90 

berkas, sehingga pada akhir tahun tunggakan minutasi sebanyak 48 berkas 

perkara, sebagai berikut : 

Tabel III.D.1 
Minutasi Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Pagar Alam  Tahun 2015 

 

BULAN SISA BLN LALU 
PERKARA 

PUTUS 
MINUTASI SISA 

Januari 19 12 7 0 
Pebruari 24 10 8 2 
Maret 26 17 - 4 
April 43 8 26 7 
Mei 25 19 8 16 
Juni 36 7 10 23 
Juli 33 5 9 25 
Agustus 29 6 3 15 
September 32 12 8 19 
Oktober 36 18 - 14 
Nopember 54 5 2 19 
Desember 57 19 28 48 

 

Perkara Pidana Cepat/Singkat 

Perkara Pidana Cepat/Singkat yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 

37 perkara, dengan minutasi 37 berkas, sehingga tidak ada tunggakan minutasi, 

sebagai berikut: 

Tabel III.D.2 
Minutasi Perkara Pidana Cepat/Singkat pada Pengadilan Negeri Pagar Alam  Tahun 

2015 
 

BULAN SISA BLN LALU 
PERKARA 

PUTUS 
MINUTASI SISA 

Januari - - - - 
Pebruari - - - - 
Maret - - - - 
April - 29 29 - 
Mei - - - - 
Juni - - - - 
Juli - 4 4 - 
Agustus - - - - 
September - - - - 
Oktober - - - - 
Nopember - 4 4 - 
Desember - - - - 
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E. MINUTASI PERKARA PERDATA 

Minutasi perkara pidana pada tahun 2015, secara umum di Pengadilan 

Negeri Pagar Alam  cukup baik, karena perkara diputus dengan yang diminutasi 

hampir seimbang. Sehingga pada akhir tahun, tunggakan minutasi relatif kecil.  

Perkara Perdata Gugatan 

Perkara Perdata Gugatan yang diputus 3 perkara, dengan minutasi 3 

berkas, sehingga pada akhir tahun tidak ada tunggakan minutasi, sebagai 

berikut : 

Tabel III.E.1 
Minutasi Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Pagar Alam  Tahun 2015 

 

BULAN SISA BLN LALU 
PERKARA 

PUTUS 
MINUTASI SISA 

Januari - 1 - 1 
Pebruari 1 - 1 - 
Maret - - - - 
April - 2 - 2 
Mei 2 - 2 - 
Juni - - - - 
Juli - - - - 
Agustus - - - - 
September - - - - 
Oktober - - - - 
Nopember - - - - 
Desember - - - - 

 

Perkara Perdata Permohonan 

Perkara Perdata Permohonan yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 29 

perkara, dengan minutasi 28 berkas, sehingga pada akhir tahun ada 1 berkas 

tunggakan minutasi perkara, yang dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel III.E.2 
Minutasi Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Negeri Pagar Alam  Tahun 

2015 
 

BULAN SISA BLN LALU 
PERKARA 

PUTUS 
MINUTASI SISA 

Januari 1 
1 1 

- 

Pebruari - 
1 1 

- 

Maret - 
3 3 

- 

April - 
2 2 

- 

Mei - 
2 2 

- 

Juni - 
1 1 

- 

Juli - 
- - 

- 

Agustus - 
3 3 

- 
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September - 
2 2 

- 

Oktober - 
4 4 

- 

Nopember - 
8 8 

- 

Desember - 
2 1 1 

 

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

Tersedianya sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak untuk 

melaksanakan kegiatan. Karena itu didalam penyusunan anggaran dialokasikan 

dana untuk pengadaan sarana dan prasarana seperti pembangunan gedung 

kantor, pengadaan meubelair, pengadaaan kendaraan, dan pengadaan alat 

pengolah data dan pengadaan sarana gedung. 

i. Sarana dan Prasarana Gedung, Tanah, dan 

Kendaraan. 

1. Pengadaan  

Pengadaaan adalah kegiatan menyediakan sarana dan prasarana untuk 

menunjang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi. Pada tahun 2015, 

Pengadilan Negeri Pagar Alam mengadakan pembangunan Pagar. 

Sedangkan pengadaan berupa pembangunan gedung Pengadilan Negeri 

Pagar Alam yang telah memasuki tahap sarana dan prasarana serta 

finishing. 

2. Pemeliharaan  

Pemeliharaan adalah kegiatan  menjaga keandalan sarana dan prasarana 

agar tetap laik fungsi. Pemeliharaan  sarana dan prasarana gedung,tanah 

maupun kendaraan mempunyai peran yang sangat penting guna 

mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi. Apabila sarana dan 

prasarana tidak memadai, maka pelaksanaan tugas  pokok dan fungsi 

kantor tidak dapat berjalan dengan baik.  

3. Penghapusan 
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Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara dari 

daftar barang  dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang 

berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna barang 

atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang 

yang berada dalam penguasaannya. Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak 

ada yang menghapuskan Barang Milik Negara (BMN) berupa gedung, 

tanah maupun kendaraan. 

 

ii. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung 

1. Pengadaan 

Secara umum sarana dan prasarana merupakan alat penunjang 

keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan didalam melaksanakan 

tugas fungsi dan pokok kantor, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia 

maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat  mencapai hasil 

yang diharapkan.  Untuk Tahun Anggaran 2015, Pengadilan Negeri Pagar 

Alam mendapatkan anggaran berupa pembangunan sarana dan 

prasarana gedung. 

 

2. Pemeliharaan 

Pemeliharaan merupakan kegiatan yang terus menerus untuk 

mengusahakan agar barang tetap dalam  keadaan baik. Pada tahun 2015 

Pengadilan Negeri Pagar Alam memiliki dana yang dialokasikan untuk 

pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung. 

  

3. Penghapusan 

   Pengadilan Negeri Pagar alam pada tahun 2015 tidak mengusulkan 

maupun melakukan penghapusan barang milik negara. 
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D. PENGELOLAAN KEUANGAN 

Pagu 01 definitif Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Negeri Pagar Alam  yang 

dituangkan kedalam RKA-KL dengan jumlah sebagai berikut : 

- Pagu anggaran total sebesar Rp 3.942.362.000,- (tiga milyar sembilan ratus 

empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah). 

- Pelaksanaan Anggaran/Realisasi total sebesar Rp 3.426.287.575,- (tiga milyar 

empat ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima 

ratus tujuh puluh lima rupiah). 

- Sisa Anggaran total sebesar Rp 516.074.425,- (lima ratus enam belas juta 

tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah). 

 
 
 

Tabel V.C 
Anggaran Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2015 

 

PAGU 
REALISASI SISA 

Rp % Rp % 

3.942.362.000 3.426.287.575 86.91 516.074.425 13.09 

 

Anggaran tersebut terbagi dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja 

Modal, yang dapat dirinci sebagai berikut : 

 
1. Belanja Pegawai 

- RKA-KL tahun anggaran 2015 untuk Belanja Pegawai total sebesar Rp 

2.911.676.000,-. 

- Pelaksanaan Belanja Pegawai/realisasi untuk tahun anggaran 2015 Rp 

2.558.192.105,-. 

- Sisa Anggaran untuk Belanja Pegawai Rp 353.483.895,-. 

Tabel V.C.1 
Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2015 

 

PAGU 
REALISASI SISA 

Rp % Rp % 

2.911.676.000 2.558.192.105 87.86 353.483.895 12.14 
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2. Belanja Barang 

- RKA-KL tahun anggaran 2015 untuk Belanja Barang berjumlah Rp 

501.600.000,-. 

- Pelaksanaan Belanja Barang/realisasi untuk tahun anggaran 2015 Rp 

424.715.470,- 

- Sisa Anggaran untuk Belanja Barang Rp 76.884.530,-. 

Tabel V.C.2 
Belanja Barang Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2015 

 

PAGU 
REALISASI SISA 

Rp % Rp % 

501.600.000 424.715.470 84.67 76.884.530 15.33 

 

 

 

3. Belanja Modal 

- RKA-KL tahun anggaran 2015 untuk Belanja Modal berjumlah Rp 

529.086.000-. 

- Pelaksanaan Belanja Modal/realisasi untuk tahun anggaran 2015 Rp 

443.380.000,-. 

- Sisa Anggaran untuk Belanja Modal Rp 85.706.000,-. 

Tabel V.C.3 

Belanja Modal Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2015 

PAGU 
REALISASI SISA 

Rp % Rp % 

529.086.000 443.380.000 83.80 85.706.000 16.2 

 

1. PENGELOLAAN ADMINISTRASI 

Administrasi adalah suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih 

berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang 

ditentukan. Dalam dunia peradilan dikenal dua bentuk administrasi yaitu  

administrasi perkara yang biasa disebut bidang kepaniteraan  dan administrasi 

umum yang biasa disebut bidang kesekretariatan  .  
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 Di Pengadilan Negeri Pagar Alam, kegiatan administrasi perkara dan 

administrasi umum dipimpin oleh Panitera yang sekaligus merangkap jabatan 

sebagai Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seorang 

Panitera/Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Panitera untuk urusan 

Kepaniteraan, dan untuk urusan Kesekretariatan masih dirangkap, karena posisi 

Wakil Sekretaris yang masih kosong. 

 

i. Administrasi Perkara 

Pengelolaan Administrasi Perkara, baik Pidana maupun Perdata 

dilakukan sejak diterimanya berkas. Diawali dengan memberi nomor perkara 

dan meregister ke Buku Register Induk, selanjutnya penetapan Majelis 

Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti. Berkas perkara kemudian 

diserahkan kepada Majelis untuk dilakukan pemeriksaan dalam persidangan. 

Apabila telah putus, perkara tersebut dilaporkan ke Kepaniteraan Pidana 

atau Perdata, selanjutnya dilakukan minutasi, hingga akhirnya seluruh 

berkas diarsipkan, kecuali jika ada upaya hukum. 

Untuk minutasi pada tahun 2015, secara umum di Pengadilan Negeri 

Pagar Alam  sudah cukup baik, karena dengan yang diputus dengan yang 

diminutasi hampir seimbang. Sehingga pada akhir tahun, tunggakan 

minutasi relatif kecil, bahkan berkurang dari tahun sebelumnya. Berikut Data 

minutasi perkara pidana dan perdata pada Pengadilan Negeri Pagar Alam  : 

 

 

Tabel V.C.3 

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2015 

 
PERKARA 

JML 

PANITE

RA / PP 

PID. BIASA PID. Khusus Anak PDT GUGATAN PDT PERMOHONAN 

Si

sa 

20

14 

Put

us 

Mi

nu

ta

si 

Si

sa 

20

15 

Sis

a 

20

14 

Pu

tu

s 

Mi

nu

ta

si 

Si

sa 

Si

sa 

20

14 

Pu

tu

s 

Mi

nu

ta

si 

Si

sa 

20

15 

Si

sa 

20

14 

Putu

s 

Min

utas

i 

Si

sa 

19 
138 90 48 - 7 7 - - 3 3 - - 29 28 1 

8 

 
 

Keterangan : 
- Sisa 2014 = sisa perkara putus tahun 2014 yang belum diminutasi 
- Putus = jumlah perkara yang diputus pada tahun 2015 
- Minutasi = jumlah perkara putus yang telah diminutasi pada tahun 2015 
- Sisa = sisa perkara putus yang belum diminutasi pada tahun 2015 
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ii. Administrasi Umum 

Pengadilan Negeri  Pagar Alam dalam mengelola administrasi umum 

yang meliputi Administrasi  Kepegawaian, Administrasi Keuangan dan 

Administrasi Umum, berpedoman  pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/ 2007  tanggal 24 Agustus 2007. 

 

a.  Administrasi Kepegawaian 

Administrasi bagian kepegawaian di Pengadilan Negeri Pagar 

Alam  pada prinsipnya adalah mengenai administrasi yang berkaitan 

dengan sumber daya manusia (SDM) di Pengadilan Negeri Pagar Alam.  

Dalam pengelolaannya, administrasi bagian kepegawaian ini 

dicatat pada Buku Register, yang meliputi : 

1) Register Induk Pegawai Pengadilan Negeri Pagar Alam. 

2) Register Kenaikan Pangkat. 

3) Register Mutasi. 

4) Register Cuti. 

5) Register Kenaikan Gaji Berkala (KGB). 

6) Register Promosi Jabatan. 

7) Register Pensiun. 

8) Register Diklat. 

9) Register Hukuman Disiplin. 

10) Register Asli SK Kenaikan Pangkat, SK Mutasi dan SK PNS. 

11) Register Praktek Kerja Lapangan/Praktek Kerja Industri. 

  
b. Administrasi Bagian Keuangan 

Pada intinya, pengelolaan administrasi bagian keuangan adalah 

melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran DIPA serta yang 

berkaitan dengan keuangan di Pengadilan Negeri Pagar Alam. Sebagai 

pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan disajikan dalam bentuk 

laporan, meliputi : 
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1) Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA), dilakukan 

setiap bulan. 

2) Aplikasi Bappenas PP Nomor 39 Tahun 2006, dilakukan setiap 

triwulan. 

3) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Satuan Kerja Pengadilan Negeri 

Pagar Alam, dilakukan setiap bulan. 

4) Laporan Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pagar 

Alam, dilakuan setiap bulan. 

5) Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dilakukan setiap 

bulan. 

6) Laporan Rekening Listrik, dilakukan setiap bulan. 

7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dilakukan setiap semester. 

 
c. Administrasi Bagian Umum 

Pengelolaan Administrasi Bagian Umum, dengan tata manajemen 

: 

1) Mengelola Tata Persuratan 

Administrasi tata persuratan telah dilaksanakan dengan tertib dan 

baik serta memakai sistem kartu kendali.  

2) Mengelola Perpustakaan 

Disebabkan keterbatasan ruangan, maka perpustakaan di 

Pengadilan Negeri Pagar Alam belum ada. Karena itu untuk 

sementara buku-buku yang dikirim dari Mahkamah Agung RI yang 

jumlahnya masih sedikit, disimpan dalam lemari Kaur Umum. 

  



52 

 

BAB IV 

PENGAWASAN INTERNAL 

 

Pengawasan   merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjaga dan 

mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan baik sesuai 

dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan untuk 

memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan, 

administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan 

sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Di lingkungan Pengadilan Negeri Pagar Alam  dalam melaksanakan 

pengawasan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan 

pengawasan dilingkungan lembaga peradilan. Di lingkungan Pengadilan Tingkat 

Pertama pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab 

pengawasan berada pada : 

- Pimpinan Pengadilan Negeri; 

- Seluruh Pejabat Kepaniteraan; 

- Seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Pengadilan Negeri. 

Pada tahun 2015 telah dilakukan pengawasan bidang-bidang oleh Hakim 

pengawas bidang di Pengadilan Negeri Pagar Alam. Pengawasan dilakukan oleh 

Handry Satrio, SH selaku Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Reza Adhian 

Marga, SH, MH selaku Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan yang dikoordinir 

oleh Ketua Pengadilan Negeri pagar Alam, Harun Yulianto, SH. Pengawasan bidang-

bidang ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam 

tanggal 13 Maret 2015 Nomor : W6-U9/97/Kp.10.10/III/2015 tentang Penunjukan 

Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Pagar Alam. 

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan teknik pemeriksaan, monitoring, 

dan pembinaan yang mencakup seluruh manajemen pengadilan, administrasi 

persidangan, administrasi perkara, administrasi umum, dan pelayanan publik. Hasil 
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pengawasan ini kemudian dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, 

dan juga diungkapkan pada rapat rutin yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pagar 

Alam dengan melibatkan seluruh pegawai. 

Disamping melakukan pengawasan internal oleh Hakim Pengawas Bidang, 

Pengadilan Negeri Pagar Alam juga menerima Pengawasan Reguler dari Pengadilan 

Tinggi Palembang dan Bawas MA RI. Pengawasan reguler Pengadilan Tinggi 

Palembang ke Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tahun 2015 sebanyak 1 (satu) kali 

dan 1 (satu) kali Pengawasan yang dilakukan oleh Bawas MA RI. 

Tabel IV 
Pengawasan Pengadilan Tinggi Palembang ke Pengadilan Negeri Pagar Alam  Tahun 2015 

No Tanggal Tim Pengawas PT Palembang 

 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 

 
22 Juli  2015 
 
 
 
 
17 Nopember 2015 
 

 
Bawas  MA RI 

1. Zulkarnain A.R, SH,MH 

2. A.Syaifullah, SH 

3. Dewi Nurqolbi.T. s.psi.,MH 

 
PT Palembang 
1. KPT Palembang (Dr. Nommy HT 

Siahaan, SH MH) 

2. Hakim Tinggi Palembang  

3. Pansek PT  Palembang (H. M. Ramli SH 

MH) 

 

Pengawasan  dan pembinaan yang dilakukan Tim Pengawas Pengadilan 

Tinggi Palembang dan Bawas MA RI di Pengadilan Negeri Pagar Alam  meliputi 

bidang administrasi perkara dan administrasi kesekretariatan. Dari hasil 

pengawasan, Tim Pengawas baik secara lisan maupun tertulis menyampaikan 

koreksi dan perbaikan demi penyempurnaan dari pelaksanaan tugas sehari-hari di 

Pengadilan Negeri Pagar Alam. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

1. Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Pagar Alam  telah mengelola manajemen 

peradilan dengan lebih efektif dan efisien dibandingkan tahun sebelumnya. 

2. Pengelolaan sarana dan prasarana gedung serta fasilitasnya telah mengikuti 

peraturan terbaru, yaitu secara komputerisasi menggunakan aplikasi SIMAK-

BMN (Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara), sehingga 

pengelolaannya lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Realisasi program kerja baik di Bidang teknis Yudisial maupun Non Teknis 

Yudisial telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku, 

serta berpedoman kepada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). 

4. Penanganan perkara, baik perdata maupun pidana telah dilaksanakan 

dengan semestinya dan dapat dipertanggungjawabkan. 

5. Pengawasan internal telah dilaksanakan secara berkesinambungan dan 

menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat bagi kemajuan kinerja 

peradilan. 

6. Pengelolaan administrasi peradilan telah dilaksanakan sesuai petunjuk dan 

aturan yang berlaku. 

7. Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai petunjuk dan aturan yang 

berlaku dengan menggunakan teknologi komputerisasi yaitu aplikasi 

anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga hasil kinerjanya 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

8. Profesionalisme kerja merupakan tuntutan kemajuan yang harus segera 

diwujudkan, karenanya kebutuhan akan Sumber Daya Manusia yang 

berbobot harus segera terpenuhi. 
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B. REKOMENDASI 

Melihat keadaan dan perkembangan yang terjadi di Pengadilan Negeri 

Pagar Alam  hingga tahun 2015, baik itu dilihat dari segi fisik, materi maupun 

kemampuan pengelolaannya, maka kami merekomendasikan beberapa hal 

sebagai berikut : 

1. Perlu ditingkatkan teknologi komputerisasi dalam pengelolaan administrasi 

peradilan, baik dalam manajemen peradilan maupun manajemen 

administrasi perkantoran, oleh karena itu aplikasi komputer yang perlu 

segera diwujudkan. 

2. Pemerintah melalui SE Menteri PAN Nomor: SE-31/M.PAN/XII/2004 

mengharapkan agar lembaga-lembaga negara membuat rencana kinerja jelas, 

terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi harapan 

tersebut peradilan memerlukan percepatan/terobosan dalam perekrutan 

Sumber Daya Manusia yang berkualitas, baik hakim, Pejabat 

Fungsional/Struktural, Tenaga Akuntan dan Tenaga Programer Komputer. 

3. Beberapa Pejabat Struktural dan Hakim Tinggi, hingga saat ini tidak 

difasilitasi dengan rumah maupun kendaraan dinas, karenanya melalui DIPA 

diharapkan dapat diusulkan pengadaan rumah dinas (wisma/mess) disertai 

dengan biaya perawatannya, dan kendaraan dinas yang disertai dengan biaya 

perawatannya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan aparatur 

peradilan karena menyangkut eksistensi, harga diri, kepercayaan diri dan 

kewibawaan aparat di mata masyarakat. 

4. Salah satu misi Pengadilan Negeri Pagar Alam  adalah mencapai keberhasilan 

manajemen peradilan yang berbasis kinerja. untuk mencapainya perlu 

diadakan pelatihan-pelatihan, seminar, musyawarah kerja, rapat kerja dan 

lain sebagainya yang berkaitan dengan kinerja peradilan. Oleh karena itu, 

kami dari Pengadilan Negeri Pagar Alam kiranya dapat lebih sering diikut 

sertakan dalam pelatihan-pelatihan, seminar ataupun bimbingan teknis 
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untuk Hakim atau pegawai yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi dan 

Mahkamah Agung ataupun instansi lainnya. 

5. Untuk mewujudkan visi dan misi peradilan, dibutuhkan sistem pengelolaan 

administrasi peradilan yang sesuai kebutuhan zaman, oleh karena itu sudah 

saatnya dilakukan evaluasi, perubahan, penggantian, atau perbaikan 

terhadap peraturan-peraturan atau petunjuk-petunjuk pelaksanaan kerja 

yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. 

6. Guna adanya keseragaman dalam melaksanakan tugas dan kerja sehari-hari 

sehingga tercapainya visi dan misi, agar kiranya dari Mahkamah Agung RI 

memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku untuk 

diterapkan dan menjadi pedoman bagi empat lingkungan peradilan seluruh 

Indonesia. 

 

Demikian laporan tahunan ini disusun dan disampaikan, semoga dapat 

menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam mencapai kemajuan kinerja 

peradilan. 

 

Palembang,  Januari 2015 

 

 


